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ABSTRAK 
Ade Citra R. S (E211 12 254). Penerapan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Makassar, xiv + 106 Halaman + 14 Gambar + 1 Tabel + 22 Pustaka 
(2003-2015) + Lampiran. 
Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami 
berbagai permasalahan di bidang kependudukan. Untuk mengatasi berbagai 
persoalan kependudukan tersebut, pemerintah membuat sebuah sistem 
kependudukan yang baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
atau SIAK sebagai sistem baru yang menggantikan sistem kependudukan 
sebelumnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Kependudukan atau SIMDUK. 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK 
adalah merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu 
kesatuan. Pelaksanaan SIAK di Kota Makassar berlandaskan pada peraturan 
daerah Kota Makassar nomor 9 tahun 2009 tentang penyelenggaraan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Makassar. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kota Makassar ditinjau dari elemen sukses pengembangan e-Government. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen 
hingga pada penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SIAK pada 
dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar berjalan dengan baik. 
Berdasarkan tiga indikator yang digunakan yaitu support, capacity dan value, 
dapat dilihat bahwa pada indikator support masih ada kekurangan dari segi 
dukungan sosialisasi pada masyarakat, indikator capacity secara menyeluruh 
sudah baik dan pada indikator value masih kurang dari segi manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat. 
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ABSTRAK  
 
Ade Citra R. S. (E211 12 254), Application of Population Administration 
Information System (SIAK) at the Department of Population and Civil 
Registration Makassar City, xiv + 106 Pages + 14 Pictures + 1 Table + 22 
Literatures (2003-2015) + Attachments. 
 Makassar City as one of the major cities in Indonesia experienced a 
variety of problems in the field of population. To resolved the population problem, 
the government made a new system that Population Administration Information 
System or SIAK as a new system that replaces the previous system of population 
that Population Management Information System or SIMDUK. Population 
Administration Information System, shortened SIAK is an information system that 
used information and communication technologies to facilitate the management 
of information on population administration in the level of organizing and 
implementing agencies as a whole. Implementation SIAK in Makassar based on 
local regulations of Local Regulation number 9 of 2009 on population 
administration and civil registry in the city of Makassar.  
In general, this study aims to determine the application of Population 
Administration Information System at the Department of Population and Civil 
Registration Makassar City in terms of the elements of a successful development 
of e-Government. This study used a qualitative descriptive approach.. Data 
collected through interviews, observation and study of the document until the 
conclusion.  
The results showed that the overall implementation of SIAK on Department 
of Population and Civil Registration Makassar City going well. Based on the three 
indicators were used that support, capacity and value, can be seen that the 
indicator is there are some deficiencies of support in terms of support for 
socialization to the public, an indicator of capacity overall is good and the 
indicator value is still deficient in terms of the benefits perceived by the public. 
Keyword : SIAK, Support, Capacity and Value. 
 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
  
v 
 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan 
Hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan 
dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan 
gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan 
kepada Nabi Muhammad SAW sang idola terbaik sepanjang zaman. 
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua 
penulis, ayahanda Suaib Sulaiman dan ibunda Rohayah. Terima kasih untuk 
segala yang telah diberikan kepada penulis, merawat, mendidik, dan  
mendoakan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materill 
kepada penulis. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan selama ini, 
semoga ayahanda dan ibunda senantiasa dilindungi dan diRahmati oleh Allah 
SWT. 
Berbagai pihak telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis 
dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik beserta seluruh stafnya. 
vii 
 
3. Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si dan Drs. Nelman Edy, M.Si  selaku Ketua dan 
Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin Periode 2015-2020. 
4.  Dr. Baharuddin, M.Si selaku penasehat akademik dan pembimbing I, yang 
telah memberi nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa 
perkuliahan serta hingga penyelesaian skripsi ini. 
5. Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si selaku pembimbing II, yang telah banyak 
membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si, Dr. Syahribulan, M.Si, dan Dr. Badu Ahmad, 
M.Si selaku penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih 
atas kesediaannya dalam menghadiri sidang proposal dan skripsi dari 
penulis dan atas segala masukannya dalam penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi. Terima kasih atas ilmu 
yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan 
dengan sebaik mungkin. 
8. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Ani, Ibu Ros, Pak Lili dan 
Pak Andi) dan Staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih 
atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini. 
9. Nielma Palamba, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis 
dalam menyelesaikan penelitian di lokasi penelitian ini. 
10. Terima kasih kepada Firman H. Sukardi sebagai Ketua Angkatan RELASI 
yang telah banyak membantu, menjadi teman diskusi dan bercerita, memberi 
dukungan tiada henti dan selalu ada dalam kondisi apapun untuk penulis. 
viii 
 
11. Seluruh my-AYANG’s, terima kasih atas semangat dan dukungan dalam 
suka maupun duka, dan terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi 
penulis. 
12. Teman seangkatan penulis di RELASI 2012. Terima kasih telah membantu 
penulis melewati 3 tahun terakhir, tempat bertanya penulis tentang apapun, 
dimanapun dan kapanpun. Terima kasih atas semangat, dukungan dan 
perhatian yang diberikan baik dalam suka maupun duka. 
13. Teman-teman Perdos R33. Mae, Aya, Dian, Ida, Uni, Neno, Dewi, Fani, dan 
Mega yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu 
yang berkenan dalam penyelesaian skripsi penulis. 
14. Segenap keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS, terima kasih telah 
mengajarkan dan memberikan pengetahuan serta pengalaman 
berorganisasi bagi penulis. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis untuk 
kedepannya. 
15. Teman-teman KKN gelombang 90 Universitas Hasanuddin Kabupaten 
Bulukumba, Kecamatan Kindang, Kelurahan BorongRappoa. Terutama 
untuk teman seposko, Ita Perdanawati, Nurkhadijah Tallesang, Ahmad Irfan, 
dan Heriansyah. 
16. Teman-teman Story, terutama  Muspayanti, Mega Sri Utami, Fadhlirrahman 
Baso, dan M. Ramadhan. Terima kasih atas dukungannya bagi penulis agar 
penulis cepat mendapatkan gelar sarjana. 
17. Kanda-kanda senior (CREATOR’07, BRAVO’08, CIA’09, PRASASTI’010, 
BRILIANT’011) dan adik-adik (RECORD’013, UNION’014 dan 
CHAMPION’015). Terima kasih atas pengalaman yang diberikan. 
ix 
 
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan 
keikhlasannya mendapat balasan dari Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
       Makassar,  Juni 2016 
 
        (Ade Citra R.S)  
x 
 
DAFTAR ISI 
       Halaman 
ABSTRAK  ............................................................................................................. i 
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN  .................................................................... iii 
LEMBAR PERSETUJUAN  .................................................................................... iv 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  ...................................................................... v 
KATA PENGANTAR  ............................................................................................. vi 
DAFTAR ISI  .......................................................................................................... x 
DAFTAR TABEL  ................................................................................................... xiii 
DAFTAR GAMBAR  ............................................................................................... xiv 
BAB I. PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang  ....................................................................................... 1 
I.2. Rumusan Masalah  ................................................................................. 8 
I.3. Tujuan Penelitian  ................................................................................... 8 
I.4. Manfaat Penelitian  ................................................................................. 8 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep E-Government  ......................................................................... 10 
II.1.1. Definisi E-Government  .................................................................. 10 
II.1.2. Elemen Sukses Pengembangan E-Government ............................ 10 
II.1.3. Manfaat E-Government  ................................................................. 12 
II.2. Konsep Sistem  ...................................................................................... 13 
II.2.1. Definisi Sistem ............................................................................... 13 
II.2.2. Ciri-Ciri Sistem  .............................................................................. 14 
II.2.3. Karakteristik Sistem  ....................................................................... 15 
II.2.4. Desain Sistem  ............................................................................... 17 
II.2.5. Klasifikasi Sistem  .......................................................................... 17 
II.2.6. Model Sistem  ................................................................................ 18 
II.3. Konsep Informasi  .................................................................................. 19 
II.3.1. Definisi Informasi  ........................................................................... 19 
II.3.2. Syarat-Syarat Informasi  ................................................................. 20 
II.3.3. Fungsi Informasi  ............................................................................ 21 
II.3.4. Tipe-Tipe Informasi  ....................................................................... 22 
II.3.5. Jenis Informasi  .............................................................................. 22 
II.4. Konsep Sistem Informasi  ...................................................................... 23 
II.4.1. Definisi Sistem Informasi  ............................................................... 23 
xi 
 
II.4.2. Unsur-Unsur Sistem Informasi  ....................................................... 24 
II.4.3. Komponen Sistem Informasi .......................................................... 24 
II.4.4. Kegiatan dalam Sistem Informasi  .................................................. 25 
II.4.5. Pendekatan dalam Sistem Informasi  ............................................. 26 
II.5. Konsep Sistem Informasi Manajemen  ................................................... 27 
II.5.1. Definisi Sistem Informasi Manajemen  ............................................ 27 
II.5.2. Unsur-Unsur Sistem Informasi Manajemen  ................................... 28 
II.5.3. Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen ................................ 29 
II.5.4. Manfaat Sistem Informasi Manajemen  .......................................... 29 
II.5.5. Komponen Sistem Informasi Manajemen  ...................................... 30 
II.6. Konsep Administrasi Kependudukan  .................................................... 31 
II.7. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  ......................... 33 
II.8. Kerangka Pikir  ...................................................................................... 38 
 
BAB III. METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian  ......................................................................... 40 
III.2. Lokasi Penelitian  .................................................................................. 41 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian  .................................................................... 41 
III.4. Narasumber/Informan  .......................................................................... 41 
III.5. Teknik Pengumpulan Data  ................................................................... 42 
III.6. Teknik Analisis Data  ............................................................................ 43 
III.7. Fokus Penelitian  .................................................................................. 44 
 
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 IV.1. Letak geografis dan Batas Wilayah  ..................................................... 46 
 IV.2. Sekilas Tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar  ..................................................................................................... 47 
 IV.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar  ........................................ 50 
 IV. 4. Persyaratan Pengurusan Dokumen Kependudukan  ........................... 66 
 
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 V.1.  Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Ditinjau dari 
Elemen Sukses Pengembangan E-Government  .......................................... 70 
 V.1.1. Support  ......................................................................................... 71 
 1. Disepakatinya Kerangka SIAK  ........................................................ 71 
 2. Dialokasikannya Sumber Daya Manusia  ......................................... 76 
 3. Dibangunnya Infrastruktur dan Suprastruktur  .................................. 79 
 4. Disosialisasikannya Konsep SIAK  .................................................. 87 
xii 
 
 V.1.2. Capacity  ........................................................................................ 90 
 1. Ketersediaan Sumber Daya Finansial  ............................................. 90 
 2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi  ............................... 92 
 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia .............................................. 93 
 V.1.3. Value  ............................................................................................ 97 
1. Manfaat Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  .................... 97 
2. Manfaat Bagi Masyarakat  ............................................................... 99 
 
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 VI.1. Kesimpulan .......................................................................................... 102 
 VI.2. Saran ................................................................................................... 102 
  
DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................. 104 
LAMPIRAN 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Halaman  
 
Tabel 1. Daftar Nama Koordinator dan Operator Kecamatan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar  ............................. 94 
  
xiv 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Halaman 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian ..................................................................... 39 
Gambar 2. Struktur Organisasi  ............................................................................. 50   
Gambar 3. Halaman Log In SIAK  .......................................................................... 72 
Gambar 4. UU No. 23 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendaftaran Penduduk  ......... 74 
Gambar 5. UU No. 23 Tahun 2006 Bab V Tentang Pencatatan Sipil  .................... 75 
Gambar 6. UU No, 23 Tahun 2006 Bab VIII Tentang SIAK  ................................... 75 
Gambar 7. Operator SIAK di Kecamatan Mamajang  ............................................. 78 
Gambar 8. Operator beserta perangkat SIAK  ....................................................... 79 
Gambar 9. Ruang Tunggu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  .......... 81 
Gambar 10. Papan Informasi  ................................................................................ 81 
Gambar 11. Ruang Tunggu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  ........ 83 
Gambar 12. UU No. 23 Tahun 2006 Landasan Administrasi Kependudukan  ........ 84 
Gambar 13. Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan  ......... 85  
Gambar 14. Salah satu Bentuk Sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil  .................................................................................................. 88 
Gambar 15. Mobil UP3SK  ..................................................................................... 89 
 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang 
memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tersebar di beberapa pulau baik 
pulau besar maupun pulau kecil. Sebagai negara kepulauan, penduduk 
Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata, ada beberapa pulau yang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan ada pula yang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Berbagai masalah yang 
merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata tersebut sering 
kali muncul dan membuat pemerintah harus dapat secepat mungkin bertindak 
untuk mengambil sebuah kebijakan yang bersifat solutif terhadap permasalahan 
yang dihadapi tersebut. 
Penduduk merupakan bagian yang sangat penting bagi negara. Menurut 
Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap 
dalam suatu negara. Di dalam penyelenggaraan suatu negara, tentunya 
pemerintah harus memperhitungkan aspek kependudukan baik dalam hal 
merumuskan kebijakan ataupun dalam manifestasi program-program 
pembangunan yang akan dilaksanakan. Di Indonesia, penduduk merupakan  
sumber suara yang sangat menentukan siapa sajakah yang akan menjadi wakil 
mereka di lembaga perwakilan rakyat maupun yang duduk di kursi kepresidenan. 
Pada segi kuantitas, tentulah keselarasan jumlah penduduk yang besar akan 
menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya manusia yang 
baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut penduduk  
disebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah 
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penduduk  yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif 
rendah. Kedua aspek itulah yang perlu dijaga keseimbangannya agar 
permasalahan-permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas 
pembangunan di suatu negara. 
Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap  
dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran  
yang sangat penting. Hal Ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara  
mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam  
mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan 
dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk 
pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia. 
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29783/4/Chapter%20I.pdf) 
Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh deputi bidang 
statistik sosial, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 
237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah 
perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan 
sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Penyebaran penduduk menurut 
pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas 
seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 
6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 
persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen 
dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 
1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 
persen penduduk. (https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia) 
Ada beberapa faktor yang menjadi sumber permasalahan kependudukan 
di Indonesia. Faktor tersebut antara lain pertumbuhan penduduk yang sangat 
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pesat dan persebaran penduduk yang tidak merata serta rendahnya kualitas 
penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta 
tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia yang tinggi 
mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan 
kependudukan yang diantaranya adalah masalah kemiskinan, masalah 
kesehatan, dan masalah pengangguran. Masalah kependudukan juga meliputi 
jumlah, komposisi dan distribusi penduduk yang juga merupakan masalah yang 
harus diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar 
dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses 
pembangunan jika kualitasnya rendah. Namun seiring perubahan kondisi global 
maka dampak era globalisasi dan informasi mempengaruhi kebijakan 
kependudukan. 
Dalam menyikapi berbagai permasalahan kependudukan yang dihadapi 
Indonesia, pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di 
Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna 
menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal maupun nasional. 
Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka  
pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan persebaran 
penduduk. Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia 
masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi 
yang diperoleh secara berkala dan masih bersifat agregat (makro), sehingga 
masih sulit untuk dijadikan landasan dalam pemetaan penduduk dan dalam 
proses pembangunan. 
Kebutuhan akan data mikro penduduk sangat diperlukan. Hal tersebut 
perlu dilakukan untuk mengidentifikasi calon pemilih pada saat pelaksanaan 
pemilihan umum, mengidentifikasi penerima dana bantuan sosial, bantuan untuk 
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penduduk miskin, beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa yang berasal dari 
keluarga miskin dan kegiatan perencanaan pembangunan lainnya. Namun 
secara faktual penggunaan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan 
pembangunan tidak berjalan efektif karena data yang digunakan masih belum 
akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan 
tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata 
penduduk. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya 
penyediaan data kependudukan yang lebih mutakhir adalah dengan melakukan 
pengelolaan data kependudukan dengan memanfaatkan teknologi. 
Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem 
Informasi Manajemen Kependudukan) yang dibuat pada tahun 1996. Namun 
pada pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai 
sebuah sistem yang mengelola data kependudukan. Salah satunya adalah 
terjadinya pemalsuan identitas karena data yang diperoleh tidak valid dan kurang 
mendetail. Selain itu masih terdapat banyak penduduk yang memiliki kartu 
kependudukan ganda. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan/) 
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka Pemerintah 
Indonesia membuat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 
sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di 
Indonesia. Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan telah diatur 
sebelumnya dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang 
pengelolaan administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) No. 18/2005 dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 
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Tahun 2007 yang memuat tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Namun 
kemudian Undang-Undang No.23 Tahun 2006 kembali diubah menjadi UU No. 
24 Tahun 2013 yang berlaku pada saat ini serta menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan di Indonesia. 
Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya 
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu 
kesatuan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan 
pada kecamatan/kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi dengan 
berbasiskan teknologi internet dimana seluruh data dan aplikasi ditempatkan di 
satu titik yaitu internet data center, maka integritas keseluruhan data selalu 
terjamin. Sistem Informasi yang berkaitan dengan data penduduk mencakup 
seluruh aspek kependudukan dipusatkan di daerah tingkat II seperti kabupaten 
dan kotamadya  sehingga dengan prasarana teknologi informasi SIAK dapat 
menangani pendataan status penduduk dengan segala perubahannya. Instansi 
pelaksana SIAK adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi, 
dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 
kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai 
awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut 
akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui 
jaringan internet. Sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data 
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kependudukan nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat. 
Kelebihan dari SIAK adalah selain untuk mendata penduduk secara 
akurat juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu 
penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. 
Keberadaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan akan menghasilkan 
data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat 
ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut 
berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya seperti 
pendataan statistik, menentukan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan 
pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung 
Tunai" (BLT), “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan 
pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya. 
Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk juga terjadi di Kota Makassar 
yang merupakan dampak dari arus urbanisasi yang semakin pesat pula. Hal ini 
yang kemudian memunculkan banyak masalah baru, seperti kesenjangan sosial 
kemudian bertambahnya jumlah pengangguran serta tingkat kriminalitas yang 
sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1,7 juta jiwa. Besarnya 
jumlah penduduk tersebut kemudian menimbulkan banyak dinamika yang 
membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah Kota Makassar 
tentunya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalah terkait 
masalah kependudukan dengan melakukan pengelolaan data penduduk secara 
detail agar mampu menemukan solusi dan mampu membuat kebijakan yang 
terarah.  
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Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah 
menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan melalui Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Salah satu latar 
belakang dibuatnya Perda ini tentunya untuk mampu melakukan pendataan dan 
pemetaan yang tepat terhadap komposisi penduduk, kepadatan penduduk, 
masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok serta melihat kemajuan 
apa yang telah dicapai pemerintah untuk menanggulangi masalah yang dihadapi 
masyarakat seperti kemisikinan, kesehatan dan akses untuk mendapatkan 
layanan lainnya. Tentunya tujuan ini hanya bisa tercapai jika dinas yang terkait 
masalah kependudukan mempunyai data yang valid dan lebih mendetail. 
Hingga saat ini penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di 
Kota Makassar masih belum memberi manfaat yang berarti pada masyarakat. 
Masih sering terlihat masyarakat miskin Kota Makassar yang masih belum bisa 
mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah seperti layanan kesehatan, 
pendidikan, dan layanan bantuan dari pemerintah lainnya. Hal ini tentu 
disebabkan karena pendataan dan pengklasifikasian serta pemetaan penduduk 
yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil tidak maksimal. 
Masalah umum terkait kependudukan yang masih sering dijumpai di kota 
Makassar antara lain terdapat KTP ganda, belum terintegrasinya sistem 
informasi departemen/lembaga dengan sistem informasi administrasi 
kependudukan dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK, jaringan 
KTP Elektronik yang sering offline dan lamanya proses pembuatan berkas 
kependudukan. 
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Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar’’. 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 
perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar di tinjau dari elemen sukses pengembangan e-
government ? 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap 
perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni untuk mengetahui 
penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di tinjau dari elemen sukses 
pengembangan e-government. 
 
I.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah: 
1. Manfaat secara ilmiah 
Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah di dalam studi administrasi 
dan pembangunan pada umumnya dan pembangunan bidang pelayanan 
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publik pada khususnya dengan implementasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). 
2. Manfaat secara praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan 
yang terkait dengan operasional Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). 
b. Sebagai masukan baru bagi para penulis maupun dalam literatur 
perpustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah studi 
administrasi dan pembangunan. 
3. Manfaat secara akademis 
Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 di Departemen 
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin. 
  
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1.Konsep E-Government 
II.1.1. Definisi E-Government 
  Electronic Government berasal dari kata government yang dalam bahasa 
inggris berarti pemerintahan. Huruf e- di depan kata government yakni electronic 
seperti halnya dengan electronic mail ( e-mail ), electronic business (e-business), 
dll. Pemerintahan elektronik atau  e-government adalah penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan 
efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada 
masyarakat. Electronic government dapat diaplikasikan pada eksekutif, legislatif, 
yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, 
menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemimpinan yang demokratis. 
 Menurut Rianto dan Tri Lestari (2012:36) mengatakan bahwa E-
Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah 
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan 
penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki 
mutu (kualitas) pelayanan. 
II.1.2.Elemen Sukses Pengembangan E-Government 
 Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 
dalam Indrajit:2006, untuk menerapkan konsep – konsep digitalisasi pada sektor 
publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-
sungguh, yakni support, capacity, dan value. 
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a. Support 
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 
adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 
benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar 
mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan 
prinsip-prinsip e-Government. Yang dimaksud dengan dukungan disini 
bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang 
diharapkan adalah dalam bentuk hal – hal sebagai berikut : 
1. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 
Negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya. 
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar 
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government 
(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas). 
4. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 
khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye 
yang simpatik. 
b. Capacity 
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan 
atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-
Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling 
tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ; 
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1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai 
inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
finansial. 
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep E-
Government. 
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai 
dengan asas manfaat yang diharapkan. 
c. Value 
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi 
pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-
Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 
diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal 
ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya 
e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat 
dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah pemerintah 
harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government 
apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar 
memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh 
masyarakatnya. 
II.1.3. Manfaat E-Government 
 Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government 
yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat 
disuatu Negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Ada 
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beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep e-
Government bagi suatu Negara, antara lain : 
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya 
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja 
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 
Governance. 
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 
aktivitas sehari-hari. 
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang kepentingan. 
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 
berbagai perubahan global dan trend yang ada.  
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah 
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 
demokratis. 
 
II.2. Konsep Sistem 
 II.2.1. Defisini Sistem 
  Istilah sistem digunakan dalam banyak konteks. Dalam kehidupan sehari-
hari sering ditemui sistem administrasi, sistem politik, dan lain-lain. Dalam 
banyak konteks, kata sistem menunjukkan suatu himpunan dari komponen-
komponen atau aturan. Kata “sistem” berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang 
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artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur 
dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu, bisa diartikan sekelompok elemen 
yang independen, namun saling berkaitan sebagai satu kesatuan. Istilah sistem 
telah dirumuskan oleh banyak ahli. Menurut Gabriel A. Almond dalam Pandji 
Santosa (2012) mengartikan sistem sebagai : 
“Suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang 
berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun 
yang dipengaruhinya” 
 
 Definisi sistem menurut Harijono Djojodihardjo dalam Rusdiana dan 
Moch.Irfan (2014:29) adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan 
fungsional antara tiap-tiap objek dengan hubungan ciri setiap objek yang secara 
keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional. Menurut Ludwig 
dalam Eti (2011:3), sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan 
dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan. 
Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian 
yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu 
kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem 
adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit. 
 II.2.2. Ciri-Ciri Sistem   
Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat 
dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan mengenai ciri-ciri sistem ini yang pada 
dasarnya satu sama lain saling melengkapi. Elias M. Awad dalam Tatang M. 
(2003:20) menyebutkan ciri-ciri pokok suatu sistem itu dengan penjelasan 
ringkasnya sebagai berikut : 
a. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Boleh 
dikatakan dalam kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. 
Sesuatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. 
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Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh 
apa pun dari lingkungannya. 
b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem. Dan setiap subsistem 
terdiri lagi dari subsistem yang lebih kecil. Begitu seterusnya. 
c. Diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama 
lain saling memerlukan. Satu subsistem memerlukan masukan (input) yang 
diperolehnya dari subsistem yang lain. Dengan kata lain keluaran (output) 
satu subsistem diperlukan sebagai masukan bagi subsistem yang lain. 
d. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya (self-adjustment). Kegiatan ini 
dimungkinkan karena adanya sistem umpan balik atau balikan (feed back). 
e. Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (self-
regulation). Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan diatas. 
f. Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran. 
II.2.3. Karakteristik Sistem 
Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini 
merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem 
dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah sistem 
memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut 
bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
a. Komponen Sistem (Components) 
Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. 
Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi 
tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keselurahan.  
b. Batasan Sistem (Boundary) 
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Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
c. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) 
Lingkungan luar sistem merupakan suatu bentuk yang ada di luar ruang 
lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. 
d. Penghubung Sistem (Interface) 
Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu 
subsistem ke subsistem lain. Bentuk keluaran dari satu subsistem akan 
menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut. 
Dengan demikian, dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu 
kesatuan. 
e. Masukan Sistem (Input) 
Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang 
dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). 
f. Keluaran Sistem (Output) 
Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 
Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. 
g. Pengolah Sistem (Process) 
Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah 
masukan menjadi keluaran. 
h. Sasaran Sistem (Objective) 
Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat 
deterministik. Kalau sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak 
ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau 
tujuan yang telah direncanakan. 
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II.2.4. Desain Sistem 
Desain sistem menentukan cara dari suatu sistem menyelesaikan 
konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari 
subsistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan rancang 
bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem (Jogiyanto dalam 
Rusdianan dan Irfan, 2014:38). 
Desain sistem dapat pula diartikan sebagai berikut : 
a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem 
b. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional 
c. Persiapan rancang bangun untuk implementasi 
d. Menggambarkan cara suatu sistem dibentuk 
II.2.5. Klasifikasi Sistem 
Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan 
komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus 
yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat 
diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya : 
a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak 
tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada 
secara fisik. 
b. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 
oleh manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang 
melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut human machine 
sistem. 
c. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik 
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Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut 
sistem deterministik. Sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang 
kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur 
probabilistik. 
d. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup 
Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh 
lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak 
berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. 
II.2.6. Model Sistem 
Model dapat digunakan pada proses analisis untuk mengembangkan 
pemahaman tentang sistem. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang eksternal (tempat konteks atau 
lingkungan sistem dimodelkan), sudut pandang perilaku (tempat perilaku sistem 
dimodelkan), dan sudut pandang struktural (tempat struktur data dimodelkan). 
a. Model Konteks 
Pada tahap ini, elisitasi persyaratan dan proses analisis harus diputuskan 
batasan-batasan sistem. Hal ini meliputi bekerja dengan stakeholder sistem 
untuk membedakan antara sistem dan lingkungan. Selain itu, juga 
dibutuhkan untuk membatasi biaya dan waktu. 
b. Model Perilaku 
Model perilaku digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem secara 
menyeluruh. Ada dua tipe model perilaku, yaitu model aliran data yang 
memodelkan pemrosesan data pada sistem; model state machine (mesin 
status) yang memodelkan cara sistem bereaksi terhadap event. 
c. Model Objek  
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Pendekatan berorientasi objek ke seluruh pengembangan perangkat lunak 
sekarang ini umum digunakan, terutama untuk pengembangan sistem 
interaktif. Hal ini berarti persyaratan sistem ini dilakukan dengan memakai 
model objek, dan pengembangan sistem dilakukan dalam bahasa 
pemrograman berorientasi objek. 
 
II.3. Konsep Informasi 
 II.3.1. Definisi Informasi 
 Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin 
juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Dilihat dari asal 
pelahirannya, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa 
juga berupa putusan-putusan yang dibuat (Estabrook dalam Pawit M. dan Priyo, 
2010:1). Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi 
sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Informasi dapat 
pula diartikan berupa data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga 
bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang 
yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Schoderbek dalam 
Anwar (2009): 
“…informasi mengacu pada data pilihan yang dipilih dengan 
mempertimbangkan masalah, pengguna, waktu, tempat, dan fungsi”. 
 
 Pengertian Informasi menurut Gordon B. Davis dalam Skripsi Faisal 
(2014) : 
 “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 
erarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan 
saat ini atau mendatang”. 
 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk 
membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena 
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informasi menurunkan ketidakpastian (meningkatkan pengetahuan). Berdasarkan 
informasi, para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif organisasinya. 
Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang 
dikumpulkan dengan metode atau cara-cara tertentu. 
 II.3.2. Syarat-Syarat Informasi 
Syarat-syarat tentang informasi yang baik dan yang lengkap diuraikan 
pula oleh Parker dalam Kumorotomo dkk (2004). Berikut ini adalah syarat-syarat 
yang dimaksud : 
a. Ketersediaan (availability) 
Sudah barang tentu syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah 
tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh 
(accessible) bagi orang yang hendak memanfaatkannya. 
b. Mudah Dipahami (comprehensibility) 
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu informasi 
yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang 
bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan 
membuat kurang efektifnya keputusan manajemen. 
c. Relevan  
Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-
benar relevan dengan permasalahan, misi, dan tujuan organisasi. 
d. Bermanfaat  
Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat 
bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat tersaji ke dalam 
bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang 
bersangkutan. 
e. Tepat waktu 
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Informasi tersedia tepat pada waktunya. Syarat ini terutama sangat penting 
pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak 
membuat keputusan-keputusan yang krusial. 
f. Keandalan (reliability) 
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan 
kebenarannya. Pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat 
kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikannya. 
g. Akurat  
Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan dan 
kekeliruan. Ini juga berarti informasi harus jelas dan secara akurat 
mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya. 
h. Konsisten  
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya karena 
konsisten merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. 
 II.3.3. Fungsi Informasi 
Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau 
mengurangi ketidakpastian pemakai informasi ketika berbekal informasi 
seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik. Akan tetapi, dalam 
pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah 
kemungkinan kepastian atau mengurangi berbagai macam pilihan. (Sutabri:2005) 
Informasi  yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil 
data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Fungsi 
informasi lainnya adalah memberikan suatu dasar kemungkinan untuk 
menanggapi seleksi kepada pengambil keputusan mengenai apa yang harus 
dilakukan, tetapi mengurangi keanekaragaman sehingga dapat diambil suatu 
keputusan yang baik. Fungsi informasi yang penting lainnya adalah memberikan 
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standar-standar, aturan-aturan ukuran dan aturan-aturan keputusan untuk 
penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna 
mencapai tujuan kontrol. 
II.3.4. Tipe Informasi 
Sistem informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai pengumpul 
data dan mengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan, 
tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi 
bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, 
pengukuran, dan pengendalian. 
Sistem informasi menyediakan tiga macam tipe informasi, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Informasi pengumpulan data (scrokeeping information), yaitu informasi 
berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, 
berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personelnya. 
b. Informasi pengarahan perhatian (attention directing information), yaitu 
membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang 
menyimpang. 
c. Informasi pemecahan masalah (problem solving information), yaitu informasi 
untuk membantu para manajer atas mengambil keputusan memecahkan 
permasalahan yang dihadapi. Problem solving biasanya dihubungkan 
dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang 
membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. 
II.3.5. Jenis Informasi 
 Informasi dikelompokkan juga menjadi dua macam yaitu informasi 
substantif dan informasi fasilitatif. 
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a. Informasi substantif adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
substantif. Kegiatan substantif adalah kegiatan pokok dari suatu organisasi. 
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan atau bidang utama dari sesuatu 
organisasi, sesuai dengan tujuan utama dari organisasi bersangkutan. 
b. Informasi fasilitatif adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
fasilitatif. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan pendukung dari suatu 
organisasi. 
 
II.4. Konsep Sistem Informasi 
 II.4.1. Definisi Sistem Informasi 
 Untuk mempermudah bagi para pekerja di suatu organisasi dalam 
memperoleh informasi, teknologi informasi biasa dilibatkan. Secara lebih khusus, 
organisasi umumnya menerapkan sistem informasi. Sistem informasi adalah 
suatu sistem informasi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan. Menurut Alter dalam Abdul Kadir (2003:546), sistem 
informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi 
informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 
 Gelinas, Oram, dan Wigins dalam buku Membangun dan 
Mengembangkan Sistem Informasi dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan 
Korban (2011:36) juga mengemukakan bahwa : 
 ”Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara 
umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual 
yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta 
menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai”. 
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 Sedangkan menurut Wilkinson dalam buku Membangun dan 
Mengembangkan Sistem Informasi dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan 
Korban (2011:36) mengemukakan : 
 “Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan 
sumber daya (manusia dan komputer) untuk mengubah masukan (input) 
menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 
perusahaan”. 
 Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan 
pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan 
menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan 
menciptakan produk baru. Sistem Informasi berisi informasi tentang orang-orang, 
tempat, dan hal-hal penting di dalam organisasi atau di lingkungan sekelilingnya. 
II.4.2. Unsur-Unsur Sistem Informasi 
Dari pengertian para ahli tersebut di atas tentang sistem informasi, dapat 
disimpulkan bahwa sistem informasi setidaknya terdiri dari dua unsur yaitu: 
a. Data, yaitu bahan mentah yang mewakili kejadian di dalam organisasi atau 
lingkungan fisik sebelum di proses kedalam bentuk yang dapat dimengerti 
oleh pengguna. 
b. Informasi, yaitu data yang telah di proses kedalam suatu bentuk yang 
mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi 
keputusan saat itu atau keputusan mendatang. 
II.4.3. Komponen Sistem Informasi 
Selain dua unsur penting diatas, sistem informasi pada pelaksanaannya 
melibatkan tiga komponen utama yaitu : 
a. People 
Yang dimaksud people adalah semua orang atau kelompok orang yang 
menggunakan data dan informasi. Apabila suatu sistem informasi telah 
dibangun, perlu diadakan operasional pembagian tugas di antara orang-
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orang yang menggunakannya lalu juga diperlukan pengaturan terkait 
aksesnya. Hal ini penting mengingat bahwa informasi ini menyangkut 
kepentingan dan keselamatan orang, maka perlu dibagi dengan jelas 
klasifikasi dari orang/penggunanya. 
b. Process 
Yang dimaksud process adalah setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem 
informasi dalam rangka pengolahan data menjadi informasi. Aktivitas 
tersebut di mulai dari input data, pengolahan data, sampai dengan output 
yang berbentuk informasi yang digunakan oleh pengguna informasi. 
c. Technology 
Yang dimaksud dengan technology adalah setiap cara dan mekanisme yang 
digunakan dalam semua kegiatan sistem informasi. Aktivitas memasukkan 
hingga mengolah data (process), dilakukan oleh orang-orang yang 
ditentukan (people) menggunakan mekanisme khas. Mekanisme ini 
mengatur waktu dan tempat memasukkan data, batasan lingkup pengolahan 
data, atau alat-alat tertentu yang dibutuhkan. Di dalam teknologi, tingkat 
keamanan di aplikasikan dalam bentuk kode-kode, kartu akses, atau 
pengenalan biometri seseorang. 
II.4.4. Kegiatan dalam Sistem Informasi 
1. Input, yaitu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk 
diproses. 
2. Proses, yaitu menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 
menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 
3. Output, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas 
tersebut. 
4. Penyimpanan, yaitu suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 
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5. Kontrol, yaitu suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi 
tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
II.4.5. Pendekatan dalam Sistem Informasi 
Studi sistem informasi merupakan bidang multi disipliner. Secara umum 
bidang sistem informasi dapat dilihat dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan 
perilaku, dan pendekatan sosioteknis (Kenneth dan Jane dalam Danang 
Sunyoto, 2014:51). 
a. Pendekatan Teknis 
Pendekatan teknis terhadap sistem informasi menekankan model 
matematika untuk mempelajari sistem informasi serta penekanan pada 
teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut. 
b. Pendekatan Perilaku 
Bagian penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang muncul 
dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari sistem 
informasi. Pendekatan perilaku sebenarnya tidak mengabaikan teknologi-
teknologi sistem informasi sering menjadi penyebab bagi permasalahan atau 
isu perilaku. Tetapi fokus dari pendekatan ini umumnya bukan pada solusi 
teknisnya, sebaliknya pendekatan ini berkonsentrasi pada perubahan 
tingkah laku, kebijakan manajemen dan organisasi, dan perilaku. 
c. Pendekatan Sosioteknis 
Menerapkan perspektif sistem sosioteknis membantu untuk menghindari 
pendekatan teknologi murni terhadap sistem informasi. Dalam pendekatan 
ini ditekankan kebutuhan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara 
keseluruhan. 
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II.5. Konsep Sistem Informasi Manajemen 
II.5.1. Definisi Sistem Informasi Manajemen 
Istilah sistem informasi manajemen sebenarnya terdiri atas tiga kata 
kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem informasi manajemen 
dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi 
dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara 
tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) 
berupa data, kemudian mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran 
(output) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang 
berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada 
saat itu maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional, 
manajerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber 
daya yang ada guna mencapai tujuan. Sistem Informasi Manajemen mempunyai 
tugas utama melakukan transformasi data menjadi informasi. Hal ini berarti 
Sistem Informasi Manajemen bertugas menerima data masukan, mengolah data 
masukan, dan menghasilkan keluaran berupa informasi. Informasi yang diberikan 
oleh sistem informasi manajemen menjelaskan salah satu sistem utamanya 
dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa 
yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. 
Abdul Kadir dalam Rusdiana (2014:94) mendefinisikan sistem informasi 
manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan 
informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan 
pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tujuan dari sistem informasi 
manajemen diantaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam 
perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan 
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manajemen; menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, 
pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan; menyediakan 
informasi untuk pengambilan keputusan. 
II.5.2. Unsur-Unsur Sistem Informasi Manajemen 
Tidak jauh berbeda secara garis besar SIM berbasis komputer menurut 
Sutabri (2005: 101) mengandung unsur berikut : 
1. Manusia . Setiap SIM yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur 
manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat 
bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu SIM dan 
manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SIM. 
Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer profesional dan para 
pemakai (computer users). 
2. Perangkat keras (hardware). Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas 
mesin. Karena itu, perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri yang 
terkadang disebut sebagai central processing unit (CPU) beserta semua 
perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah 
perkakas penyimpanan (memory) dan perkakas komunikasi. 
3. Perangkat lunak (software). Istilah perangkat lunak merujuk pada program – 
program komputer beserta petunjuk-petunjuk (manual) pendukungnya. Yang 
disebut program komputer adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh 
mesin yang memerintahkan bagian-bagian perangkat keras SIM berbasis 
komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 
informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. 
4. Data. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang akan 
dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan 
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diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah oleh program-program supaya dapat 
menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu dan akurat. 
5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi 
sistem komputer. Misalnya, peraturan bahwa setiap permintaan belanja 
barang di suatu instansi harus tercatat di dalam database komputer atau 
peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induk 
harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. 
II.5.3. Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen 
Ruang lingkup sistem informasi ditentukan dari awal pembuatan yang 
merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi 
yang dimaksud tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Ruang 
lingkup sistem informasi manajemen sebenarnya tertuang pada tiga kata 
pembentuknya, yaitu “sistem”, “informasi”, dan “manajemen”. 
Sistem informasi manajemen pada masa sekarang mengalami masa 
keemasan karena sistem ini merupakan salah satu vitalitas yang sangat 
diperlukan. Hal ini disebabkan sistem informasi manajemen dapat memberikan 
masukan serta mampu membantu para manajer dalam mengambil keputusan 
ataupun pengelolaan suatu pekerjaan dengan memerlukan teknologi informasi. 
II.5.4. Manfaat Sistem Informasi Manajemen 
 Sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan, yaitu dapat 
menolong perusahaan untuk meningkatkan efisien operasional, memperkenalkan 
inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. 
Manfaat sistem informasi antara lain sebagai berikut : 
a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi 
para pemakai, tanpa harus adanya perantara sistem informasi. 
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b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 
sistem informasi secara kritis. 
c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 
d. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 
e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 
f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi 
dan teknologi baru. 
g. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 
sistem. 
II.5.5. Komponen Fisik Penyusun Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Asep Jalaludin (2011), Sistem informasi manajemen dapat 
dijelaskan dengan memberikan penjelasan yang didasarkan pada tiga macam 
tinjauan yaitu berdasarkan komponen fisik, fungsi pengolahan, dan fungsi 
keluaran. 
Berdasarkan komponen fisik penyusunnya, Sistem Informasi Manajemen 
dapat terdiri atas komponen: 
a. Perangkat keras (hardware) 
b. Perangkat lunak (software) 
c. Berkas (file) 
d. Prosedur (procedure) 
e. Manusia (brainware) 
Berdasarkan fungsi pengolahan Sistem Informasi Manajemen terdiri atas: 
a. Mengolah transaksi 
b. Memelihara file historis 
c. Menghasilkan keluaran 
d. Interaksi user-pengolah 
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Berdasarkan fungsi keluaran, Sistem Informasi Manajemen dapat 
menghasilkan keluaran berikut: 
a. Dokumen transaksi 
b. Laporan terjadwal/rutin 
c. Jawaban atas pertanyaan terjadwal 
d. Laporan tidak terjadwal 
e. Jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal 
f. Dialog user-machine 
 
II.6. Konsep Administrasi Kependudukan 
Definisi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. 
Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan 
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan 
yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang 
diskriminatif. 
Administrasi kependudukan diarahkan untuk: 
1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan 
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 
2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 
serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 
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3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting. 
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 
secara nasional, regional, serta lokal; dan 
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 
 
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk: 
1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 
penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami penduduk. 
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. 
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 
mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai 
tingkatan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga 
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada 
umumnya. 
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan 
terpadu; dan 
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap 
penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 
1. Dokumen Kependudukan. 
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
3. Perlindungan atas data pribadi. 
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4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
atas dirinya atau keluarganya, dan 
6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data 
pribadi oleh instansi pelaksana. 
 
II.7. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
 Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK 
merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu 
kesatuan. Dalam hal ini meliputi : 
1. Penduduk: Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. 
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 
3. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 
catatan sipil. 
4. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas 
laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang 
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administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan 
berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk. 
5. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 
6. Adapun sistem informasi administrasi kependudukan meliputi: biodata 
penduduk, kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat 
keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. 
Dalam SIAK, database antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi dan 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan terhubung dan terintegrasi. 
Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor Identitas 
Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara 
otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke database kependudukan. 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 
a. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang 
terpadu dan tertib. 
b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, 
permanen, wajib, dan berkelanjutan. 
c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan 
pelayanan yang profesional, dan 
d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, 
lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi 
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
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Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari 
unsur:  
1. Database; 
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;  
3. Sumber daya manusia;  
4. Pemegang hak akses;  
5. Lokasi database;  
6. Pengelolaan database;  
7. Pemeliharaan database;  
8. Pengamanan database;  
9. Pengawasan database;  
10. Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre); 
11. Perangkat pendukung; 
12. Tempat pelayanan; 
13. Pusat data; 
14. Pusat data cadangan; dan 
15. Jaringan komunikasi data. 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, pengelolaan SIAK bertujuan: 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil;  
b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir 
dan mudah diakses;  
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c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal 
tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. 
Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 
komponen. Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 
pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya 
terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. 
a. Pendaftaran Penduduk 
Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap 
penduduk dewasa dengan mencantumkan Nomor Penduduk sebagai 
identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian 
diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan KTP. 
b. Pencatatan Sipil 
Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami 
penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen 
yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa 
peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya: 
1. Kelahiran 
2. Kematian 
3. Perkawinan 
4. Perceraian 
5. Pengesahan anak 
c. Pengelolaan Informasi Kependudukan 
Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui 
suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang 
perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, 
maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan; 
1. Pengelola SIAK di pusat paling sedikit, terdiri dari: 
a. kepala pusat data dan pusat data pengganti; 
b. manajer keamanan; 
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. supervisor ajudikasi identifikasi sidik jari; 
e. sistem analis; 
f. programmer; 
g. administrator database; 
h. administrator perangkat keras; 
i. administrator jaringan;  
j. administrator pelayanan bantuan (help desk); 
k. administrator ajudikasi identifikasi sidik jari; 
l. ajudikator identifikasi sidik jari; 
m. operator; dan 
n. teknisi. 
2. Pengelola SIAK di provinsi, paling sedikit terdiri dari: 
a. kepala pusat data; 
b. manajer keamanan;  
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. sistem analis; 
e. programmer; 
f. administrator database;  
g. administrator perangkat keras; 
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h. administrator jaringan; 
i. operator; dan 
j. teknisi. 
3. Pengelola SIAK di kabupaten/kota, paling sedikit terdiri dari : 
a. kepala pusat data; 
b. manajer keamanan; 
c. supervisor aplikasi SIAK; 
d. sistem analis; 
e. programmer; 
f. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; 
g. administrator perangkat keras; 
h. administrator jaringan; 
i. operator; dan 
j. teknisi. 
 
II.8. Kerangka Pikir 
Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK 
merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 
kesatuan. Sistem ini meliputi Pendataan Penduduk, Pencatatan Sipil dan 
Pengelolaan Informasi Kependudukan. 
Sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar bertujuan untuk : 
39 
 
1. Mempermudah proses Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 
2. Mempermudah proses Pelayanan Pencatatan Sipil Kependudukan. 
3. Menyediakan informasi data penduduk yang akurat serta dapat diakses 
dan diinformasikan dengan mudah kepada masyarakat. 
Berdasar konsepsi di atas, maka untuk mengetahui penerapan SIAK 
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar maka penulis 
merumuskan model kerangka pikir dalam penelitian ini yang disajikan dalam 
bentuk sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
  
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar 
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1. Support 
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3. Value  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1. Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2013:8) metode kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut (Sugiyono, 2013:11) 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain. 
 Menurut Taylor dan Bodgan dalam Bagong Suyanto (2011:169) secara 
umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Bersifat induktif. 
2. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan. 
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut 
pandang yang diteliti). 
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. 
5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. 
6. Bersifat humanistis. 
7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting 
untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik. 
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III.2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin nomor 295 (Komp. Teduh 
Bersinar) Makassar, Kantor Kecamatan Mamajang dan Kantor Kecamatan 
Panakkukang. 
 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
deskriptif, yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau suatu 
keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan 
fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang 
sebenarnya dari obyek yang ingin diteliti. 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yakni pemeriksaan 
longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 
sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam 
melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan 
hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 
mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. 
 
III.4. Narasumber / Informan 
 Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi 
yang diperlukan. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta 
dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai–nilai, sikap, proses, 
dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian. Adapun 
informan yang dipilih, yaitu: 
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1. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan  
2. Kepala Bidang Akta Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak 
3. Kepala Seksi Data dan Informasi 
4. Koordinator operator dan Operator SIAK 
5. Masyarakat pengguna layanan 
 
III.5. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu : 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. 
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 
dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 
menggunakan telepon. (Sugiyono, 2013:157) 
b. Observasi  
Observasi menurut Young dan Schmidt, adalah sebagai pengamatan 
sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena 
yang nampak. (Pasolong, 2005:94) 
Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 
biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi 
digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 
kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 
besar. (Sugiyono, 2013:166) 
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c. Studi Dokumen 
Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, dan 
karya tulis ilmiah. 
 
III.6. Teknik Analisis Data 
 Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis 
konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari 
informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa 
tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 
data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan di lapangan selama meneliti.  
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.  
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
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yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji 
validitasnya. 
 
III.7. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data dan 
berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan 
karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan bagian dari kerangka pikir yang 
digunakan sebagai dasar dalam memulai suatu penelitian dan mempermudah 
dalam mengumpulkan data. 
Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah melihat 
bagaimana penerapan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar dengan menggunakan pendekatan elemen sukses e-government 
(Indrajit;2006) yang meliputi: 
1. Support 
Dalam penelitian ini akan diuraikan seperti apa support atau dukungan 
dan keseriusan dari pelaksana SIAK untuk secara profesional menerapkan 
aplikasi SIAK yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan 
informasi kependudukan secara maksimal dan secara menyeluruh.  
2. Capacity 
Penerapan SIAK akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh 
berbagai macam sumber daya, seperti tersedianya anggaran yang cukup, 
tersedianya infrastruktur teknologi dan tersedianya sumber daya manusia yang 
handal sebagai operator dalam pelaksanaan SIAK. Maka dari itu penulis juga 
akan meneliti aspek capacity dalam pelaksanaan SIAK yang meliputi 
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ketersediaan sumber daya dalam 3 aplikasi SIAK yaitu pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. 
3. Value 
Dalam sebuah sistem, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan sangat 
harus memperhatikan aspek manfaat dari sistem itu sendiri. Jangan sampai 
sistem yang dibuat hanya sebuah alat untuk sekedar menggugurkan kewajiban 
atau mematuhi standar operasional prosedur tanpa memikirkan apakah sistem 
tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat penerima layanan atau tidak. Maka dari itu penulis 
merasa perlu untuk meneliti bagaimana manfaat dari setiap aplikasi SIAK yaitu 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi 
kependudukan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan 
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota 
Makassar berada di koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang 
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan 
laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 
derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara 
di bagian utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 
daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan 
kurang lebih 100 Km². 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung 
Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
Dengan batas wilayah : 
- Utara  : Kabupaten Maros 
- Timur  : Kabupaten Maros 
- Selatan  : Kabupaten Gowa 
- Barat  : Selat Makassar 
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Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, 
memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat 
strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, 
Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. 
IV.2. Sekilas Tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Makassar, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, 
membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan 
sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana 
dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
berkoordinasi dengan pihak terkait, yang meliputi 14 Kecamatan dan 143 
Kelurahan di Kota Makassar. 
Dengan jumlah pegawai sebanyak 143 orang, Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya 
kepada masyarakat. Hal ini tentu saja semata-mata hanya untuk mewujudkan 
kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil. Hal ini tergambar dalam motto Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, “masyarakat tertib, data penduduk akurat”. 
Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu “Makassar 
menuju tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 
2019”. Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai 
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berikut : 
1. Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) 
2. Meningkatkan pengelolaan database kependudukan secara berkelanjutan 
3. Meningkatkan sumber daya yang profesional secara berkelanjutan  
4. Menambah dan  mengembangkan sarana dan prasarana SIAK secara 
berkelanjutan 
5. Meningkatkan intensitas kajian kebijakan dan pengendalian administrasi 
kependudukan dan catatan sipil  
6. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi 
terkait dalam pelaksanaan tugas 
Adapun beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yakni : 
1. Pendaftaran Penduduk 
a. Pendaftaran Kependudukan (pencatatan biodata penduduk dan 
pemberian Nomor Induk Kependudukan)  
b. Kartu Keluarga (KK), terdiri dari Kartu Keluarga bagi WNI (Warga Negara 
Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing)  
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdiri dari Kartu Tanda Penduduk bagi 
WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing).  
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)  
e. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)  
f. Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)  
g. Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Asing (WNA)  
h. Pendaftaran pindah datang antar negara  
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2. Pelayanan Pencatatan Sipil  
a. Akta kelahiran  
b. Akta perkawinan  
c. Akta perceraian  
d. Akta kematian  
e. Akta pengangkatan anak  
f. Akta pengakuan anak  
g. Akta pengesahan anak  
h. Akta perubahan nama  
i. Pelayanan perubahan status kewarganegaraan  
j. Pelayanan pelaporan akta kutipan II 
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IV. 3. Struktur Organisasi  dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas 
Kependudukan dan Catatan Cipil Kota Makassar 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar,adalah sebagai berikut : 
 
KEPALA DINAS 
 
 
   SEKRETARIS  
 
      BAGIANUMUM BAGIAN BAGIAN 
 
  DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN 
 
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG  
 
ADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN, AKTA PERKAWINAN DATA DAN  
 
KEPENDUDUKAN KEMATIAN DAN  DAN INFORMASI  
 
 PANGANGKATAN ANAK PENGAKUAN ANAK    
     
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI  
 
ADMINISTRASI KELAHIRAN AKTA PENYIMPANAN DAN 
 
PENDAFTARAN UMUM PERKAWINAN PERUBAHAN  
 
PENDUDUK     
 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI  
 
MUTASI DAN KELAHIRAN AKTA PENYULUHAN 
 
PELAPORAN TERLAMBAT PERCERAIAN   
 
PENDUDUK     
 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI  
 
PENERBITAN KEMATIAN DAN PENGESAHAN DAN DATA DAN 
 
DOKUMEN PENGANGKATAN PENGAKUAN ANAK INFORMASI  
 
PENDUDUK ANAK    
 
  UPTD   
 
 
 
Gambar 2. Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
Sumber : Perda No. 3 Tahun 2009 
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IV.3.1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijaksanaan, penyiapan koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan dan 
pengendalian tugas tugas kantor sesuai dengan kebijaksanaan Walikota 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan 
fungsi : 
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi 
dokumen kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga 
Negara Asing (WNA).  
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan 
dan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, 
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.  
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dibidang penyiapan 
dan pemeliharaan dokumen dan pelaksanaan register akta catatan sipil ke 
Pengadilan Negeri.  
4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan 
pengelolaan informasi data kependudukan dan catatan sipil serta memberi 
laporan dan penyuluhan;  
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
IV.3.2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 
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1. Pengelolaan kesekretariatan  
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas  
3. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD  
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan  
5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga  
6. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Subbagian 
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian 
Umum dan Kepegawaian 
2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan 
meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, 
mendistribusikan surat sesuai bidang 
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas 
4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun 
5. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar 
6. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian dalam lingkup dinas  
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan 
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8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya 
9. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar 
10. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit 
kerja masing-masing 
11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.2.2. Subbagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis keuangan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Subbagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan  
2. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari 
masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi 
perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas 
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas  
5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi dari masing-masing satuan kerja  
6. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan 
Subbagian Perlengkapan  
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
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8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
IV.3.2.3. Subbagian Perlengkapan 
 
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan barang. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Subbagian 
Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan  
2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)  
3. Meminta usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua 
bidang dalam Lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
4. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB)  
5. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) 
6. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan 
bahan penyusunan APBD  
7. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil  
8. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 
barang inventaris daerah  
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.3. Bidang Administrasi Kependudukan 
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Warga 
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Administrasi 
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Kependudukan menyelenggarakan fungsi : 
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan administrasi kependudukan  
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan  
3. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pendaftaran penduduk dan penerbitan administrasi dokumen 
kependudukan  
4. Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan teknis pendaftaran 
dan penerbitan administrasi serta mutasi penduduk  
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk, 
penerbitan dokumen penduduk dan mutasi penduduk 
6. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
IV.3.3.1. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk 
 
Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan pembinaan dan peningkatan teknis pelayanan administrasi 
pendaftaran penduduk. 
 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi 
Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi 
Pendaftaran Penduduk  
2. Melakukan teknis administrasi pendaftaran penduduk dan 
pendistribusian formulir pendaftaran penduduk yang terintegrasi 
dengan pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi 
administrasi kependudukan (SIAK) bagi WNI dan WNA yang diterima 
dari Subbagian Perlengkapan  
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3. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan  
4. Melakukan pembinaan aparat pelaksanaan teknis pendaftaran 
penduduk di Kecamatan dan Kelurahan  
5. Melakukan pemanggilan/registrasi penduduk untuk perkara 
pengadilan agama dan negeri  
6. Melakukan penatausahaan kebutuhan administrasi pendaftaran 
penduduk di Kecamatan dan Kelurahan  
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
IV.3.3.2. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk 
 
Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk mempunyai tugas menyusun 
rencana dan melakukan pembinaan serta peningkatan teknis pelayanan Mutasi 
Data dan Pelaporan Penduduk. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Mutasi dan 
Pelaporan Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Mutasi Penduduk  
2. Melakukan penerbitan dokumen penduduk pindah datang dan pindah 
keluar WNI dan WNA  
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data mutasi 
penduduk di Kecamatan dan Kelurahan setiap bulannya untuk 
disampaikan kepada Seksi Informasi Data  
4. Melakukan tugas teknis lainnya pada kegiatan operasional mutasi 
penduduk  
5. Melakukan penerbitan dan pendistribusian formulir kegiatan 
administrasi mutasi penduduk di Kelurahan  
6. Melakukan pendaftaran mutasi data penduduk pengungsi dan 
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penduduk rentan, administrasi, kependudukan  
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pelaporan mutasi data penduduk  
8. Melakukan pendaftaran penduduk yang tinggal sementara tingkat 
Kecamatan atau Kelurahan sebagai bahan pelaporan  
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.3.3. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk 
Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan Pembinaan dan peningkatan teknis pelayanan Penerbitan 
Dokumen Penduduk. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penerbitan 
Dokumen Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penerbitan 
Dokumen Penduduk  
2. Melakukan tugas teknis penerbitan dokumen penduduk dan 
pendistribusian blangko dokumen penduduk yang terintegrasi dengan 
pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) bagi WNI dan WNA yang diterima dari 
Subbagian Perlengkapan  
3. Melakukan kegiatan supervisi evaluasi kinerja pelayanan pendaftaran 
penduduk di Kecamatan dan Kelurahan  
4. Melakukan pengawasan dan penertiban kepemilikan identitas 
kependudukan  
5. Melakukan koordinasi terhadap kelangsungan penerapan Sistem 
Pendaftaran penduduk yang terintegrasi dengan pencatatan sipil 
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secara online dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) di Kecamatan dan Kelurahan  
6. Melakukan perumusan dan koordinasi rencana target pendapatan 
pada setiap Kecamatan  
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.4. Bidang Akta Kelahiran, Kematian Dan Pengangkatan Anak 
 
Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai 
tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta 
kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak. 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akta 
Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak menyelenggarakan fungsi : 
 
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, Akta 
Kematian dan Pengangkatan Anak  
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pencatatan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan 
anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  
 
3. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
penelitian berkas terhadap permohonan pencatatan dan penerbitan 
kutipan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak  
 
4. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
IV.3.4.1. Seksi Kelahiran Umum 
Seksi Kelahiran Umum mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan 
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Umum. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelahiran Umum 
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menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran Umum  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Kelahiran Umum WNI dan WNA 
3. Melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran 
Umum WNI dan WNA  
4. Melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan 
buku register Akta Kelahiran Umum untuk disampaikan kepada seksi 
penyimpanan dan perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Umum  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
IV.3.4.2 Seksi Kelahiran Terlambat 
 
Seksi Kelahiran Terlambat mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat. 
 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelahiran 
Terlambat menyelenggarakan fungsi : 
 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran 
Terlambat  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Kelahiran Terlambat WNI dan WNA  
3. Melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran 
Terlambat WNI dan WNA  
4. Melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip pendukung dan 
buku register Akta Kelahiran Terlambat untuk disampaikan kepada 
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Seksi Penyimpanan dan Perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Terlambat  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.4.3. Seksi Kematian Dan Pengangkatan Anak 
Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan Pencatatan Penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan 
Anak. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kematian dan 
Pengangkatan Anak menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kematian dan 
Pengangkatan Anak  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak WNI dan WNI  
3. Melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan penerbitan Akta 
Kematian dan Pengangkatan Anak WNI dan WNA  
4. Melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip pendukung dan 
buku register Akta Kematian dan Pengangkatan Anak untuk 
disampaikan kepada seksi penyimpanan dan perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
IV.3.5. Bidang Akta Perkawinan, Perceraian Dan Pangakuan Anak 
Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak yang 
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mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan 
penerbitan  Akta  Perkawinan,  Akta  Perceraian,  Akta  Pengesahan  dan 
Pengakuan Anak. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akta 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak menyelenggarakan fungsi : 
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta 
Perceraian dan Akta Pengakuan Anak  
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta 
Perceraian dan Akta Pengakuan Anak  
3. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
penelitian berkas terhadap permohonan pelayanan pencatatan dan 
penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan 
Anak 
4. Melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi urusan tertentu. 
IV.3.5.1 Seksi Akta Perkawinan 
Seksi Akta Perkawinan mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan 
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Akta Perkawinan 
menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Akta Perkawinan  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Perkawinan WNI dan WNA  
3. Melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan penerbitan Akta 
Perkawinan WNI dan WNA 
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4. Melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan 
buku register Akta Perkawinan untuk disampaikan kepada Seksi 
Penyimpanan dan Perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
IV.3.5.2. Seksi Akta Perceraian 
Seksi Akta Perceraian mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan 
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Akta Perceraian 
menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Perceraian  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Perceraian WNI dan WNA  
3. Melakukan tugas pelayanan secara teknis pencatatan dan penerbitan 
Akta Perceraian WNI dan WNA  
4. Melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan 
buku register Akta Perceraian untuk disampaikan kepada Seksi 
Penyimpanan dan Perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan Akta Perceraian  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
IV.3.5.3. Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak 
Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak mempunyai tugas 
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melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Akta 
Pengesahan dan Pengakuan Anak menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengesahan dan 
Pengakuan Anak  
2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan 
penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak WNI dan 
WNA  
3. Melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan penerbitan Akta 
Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak WNI dan WNA  
4. Melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan 
buku register Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak untuk 
disampaikan kepada Seksi Penyimpanan dan Perubahan  
5. Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan 
pencatatan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak  
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
IV.3.6. Bidang Data Dan Informasi 
Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan 
Informasi menyelenggarakan fungsi : 
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
bidang data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil  
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program 
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pelayanan data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil  
3. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
analisis data kependudukan dan pencatatan sipil  
4. Melaksanakan pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemuktahiran data 
penduduk dengan menggunakan (SIAK)  
5. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
penyimpanan, penataan, pemeliharaan dan perubahan data 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;  
6. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyuluhan dan 
sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil  
7. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengelolaan data kependudukan bekerjasama dengan instansi terkait  
8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
IV.3.6.1. Seksi Penyimpanan dan Perubahan 
 
Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan penyimpanan dokumen kependudukan dan dokumen 
catatan sipil. 
 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyimpanan 
dan Perubahan menyelenggarakan fungsi: 
 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyimpanan dan 
Perubahan 
2. Melakukan penyimpanan, penataan dan pemeliharaan buku register 
akta, dokumen sistem pendaftaran penduduk  
3. Melayani masyarakat yang memerlukan perubahan data 
kependudukan dan perubahan Akta Catatan Sipil WNI dan WNA 
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serta penerbitan Akta Kutipan II  
4. Melakukan koordinasi dan unit kerja lain yang berkaitan dengan 
bidang tugas  
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
IV.3.6.2. Seksi Penyuluhan 
 
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan 
penyuluhan penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil. 
 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan 
menyelenggarakan fungsi: 
 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan  
2. Menelaah Peraturan Perundang-undangan dalam bidang 
Kependudukan  
3. Melakukan penyuluhan penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil  
4. Melakukan kegiatan pameran penyelengaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil  
5. Melakukan sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil  
6. Menghimpun peraturan perundang-undangan kebijakan 
penyelengaraan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pelaksanaan 
tugas  
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
IV.3.6.3. Seksi Data dan Informasi 
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Seksi Informasi Data mempunyai tugas menyusun rencana dan 
melakukan pengelolaan serta pemantauan kinerja database Kependudukan dan 
Catatan Sipil. 
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi Data 
menyelenggarakan fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Informasi Data  
2. Melakukan pengolahan database Kependudukan dan Catatan Sipil 
dalam kerangka Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK)  
3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan  
4. Melakukan pengelolaan data yang dapat diakses masyarakat  
5. Memelihara dan menjaga kerahasiaan database Kependudukan dan 
Catatan Sipil  
6. Melakukan supervisi akuarasi database dan validasi data penduduk 
sebagai informasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil  
7. Melakukan pelaporan penduduk dan pencatatan sipil secara 
berjenjang  
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 
IV.4. PERSYARATAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 
IV.4.1. Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran 
1. Bukti lahir dari rumah sakit bersalin, dari Bidan atau dari Lurah (asli) 
2. Fotokopi akta nikah dari KUA / akta perkawinan catatan sipil (Non 
Muslim) 
3. Fotokopi KTP orang tua (suami-istri) domisili Makassar dan masih 
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berlaku serta fotokopi KK 
4. Bagi warga Negara asing (WNA) 
a. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) orang tua 
b. Passport dari orang tua 
5. Fotokopi ijazah bagi yang telah memiliki 
6. Surat kuasa pelaporan bagi yang mewakili pelaporan berkas 
IV.4.2. Persyaratan Penerbiran Akta Perkawinan (Non Muslim) 
1. Surat keterangan pemberkatan nikah dari gereja, vihara, pura, yang 
tanda tangani pemuka agama 
2. Surat nikah di gereja, vihara, pura, yang tanda tangani pemuka agama 
3. Surat sidi/baptis 
4. Fotokopi akta kelahiran pengantin laki-laki dan perempuan 
5. Fotokopi KTP dan KK pengantin laki-laki dan perempuan domisili 
Makassar 
6. Surat keterangan belum pernah menikah dari gereja, vihara, pura. 
7. Surat izin dari Komandan / Kesatuan bagi anggota TNI dan POLRI 
8. Surat izin kawin dari kedutaan / konsul bagi warga Negara asing 
(WNA) 
9. Surat izin pengadilan negeri bagi yang beda agama 
IV.4.3. Persyaratan Penerbitan Akta Perceraian 
1. Salinan putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang 
telah berkekuatan hukum tetap 
2. KTP dan KK bagi yang mau diterbitkan akta perceraian 
3. Kutipan akta perkawinan yang bersangkutan diambil atau disetor 
kembali di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal 
yang menerbitkannya 
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IV.4.4. Persyaratan Penerbitan Akta Kematian 
1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter, yayasan atau 
dari kelurahan 
2. Fotokopi KTP dan KK dari yang meninggal 
3. Surat keterangan penguburan dari kelurahan atau yayasan sosial 
(pribumi) 
4. Akta kelahiran dari yang meninggal 
5. Surat kewarganegaraan, ganti nama (pribumi) 
IV.4.5. Persyaratan Surat Pindah Keluar Antar Kabupaten/ Kota Provinsi 
1. Mengisi formulir (F1.08) pindah penduduk WNI di kelurahan, serta 
tanda tangan pemohon/serta diketahui oleh Lurah dan Camat 
2. Print Out surat pindah penduduk WNI, yang diterbitkan di kecamatan 
dan ditanda tangan oleh pemohon (yang pindah) 
3. Print Out biodata penduduk WNI (perorangan), yang diterbitkan di 
kecamatan dan ditanda tangani oleh pemohon 
4. Pas foto ukuran 3x4 = 2 lembar 
a. Latar merah untuk tahun lahir ganjil 
b. Latar biru untuk tahun lahir genap 
5. Melampirkan KK asli dan fotokopi KTP (wajib KTP) penduduk WNI 
yang pindah 
6. Pengurusan berkas surat pindah, tidak dapat diwakili 
IV.4.6. Persyaratan Surat Pindah Datang Antar Kabupaten/ Kota Provinsi 
1. Melampirkan surat keterangan pindah WNI beserta biodata WNI (asli), 
yang masih berlaku 
2. Surat pengantar RT/RW setempat 
3. Mengisi formulir biodata penduduk WNI (F1.01) perkeluarga di 
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kelurahan, serta tanda tangan pemohon, dan diketahui oleh Lurah 
4. Mengisi formulir biodata penduduk WNI (F1.03) perorangan di 
kelurahan, tanda tangan pemohon, dan diketahui oleh Lurah 
5. Mengisi formulir permohonan KTP (F1.07) di kelurahan dan ditanda 
tangani pemohon, serta diketahui oleh Lurah 
6. Mengisi formulir surat keterangan pindah dating WNI (F1.08) di 
kelurahan, serta diketahui oleh Lurah dan Camat 
7. Pas foto ukuran 3x4 = 2 lembar 
8. KTP asli penduduk WNI, yang pindah datang agar dilampirkan 
9. Surat keterangan pindah dengan jenis kepindahan hanya anggota 
keluarga, harus numpang KK agar melampirkan KK asli yang 
ditumpangi/sesuai alamat tujuan 
10. Kutipan akta nikah (bagi yang berstatus kawin) fotokopi 
11. Pengurusan surat pindah tidak dapat diwakili 
IV.4.7. Persyaratan Perekaman KTP-el 
1. Mengisi formulir permohonan KTP (F1.07) di kelurahan dan ditanda 
tangani pemohon, serta diketahui oleh Lurah 
2. Fotokopi KK 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Ditinjau dari 
Elemen Sukses Pengembangan E-Government. 
Pada bab ini akan dipaparkan tentang penerapan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar. Permasalahan kependudukan di Indonesia sangat dinamis sehingga 
menuntut adanya sistem pengelolaan kependudukan yang terintegrasi secara 
nasional yang memberikan nilai efisiensi dan efektivitas dalam mengurangi 
masalah-masalah kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
atau SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu 
kesatuan. SIAK yang meliputi tiga elemen yaitu pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan. 
Setiap elemen SIAK saling terintegrasi dalam sebuah server sehingga 
data yang di input, baik data dari pendaftaran penduduk maupun data dari 
pencatatan sipil akan tersimpan secara otomatis dalam sebuah database. 
Database kependudukan ini kemudian terintegrasi secara nasional. 
Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk melihat penerapan 
sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar adalah dilihat dari segi support, capacity dan value 
menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam  
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Indrajit:2006 tentang elemen sukses penerapan e-Government. Dalam penelitian 
ini, ketiga elemen sukses penerapan e-Government digunakan untuk melihat 
penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang 
meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data 
kependudukan. Adapun hasil penelitiannya dipaparkan dibawah ini : 
V.1.1 Support 
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 
adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-
benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti tren 
atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-
Government. Namun lebih kepada adanya tindakan nyata seperti mengeluarkan 
kerangka e-Government atau membuat regulasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan atau operasional e-Government tersebut. Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan atau SIAK merupakan sebuah perangkat e-
Government dalam layanan kependudukan. 
Pada elemen support, ada empat indikator yang digunakan untuk melihat 
bagaimana dukungan pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar dalam menerapkan SIAK. Keempat indikator tersebut antara 
lain : 
1. Disepakatinya Kerangka SIAK 
Sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK merupakan sistem 
kependudukan yang berlaku secara nasional. Maka dari itu, SIAK wajib 
diterapkan oleh semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Indonesia. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar termasuk yang proaktif 
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dalam mendukung pelaksanaan SIAK tersebut. Hal ini bisa dilihat dari adanya 
beberapa inovasi yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan pelayanan 
kependudukan yang berbasis SIAK tersebut. 
 
Gambar 3. Halaman Log In SIAK 
Untuk masuk pada aplikasi SIAK, user atau operator pengguna 
memasukkan username dan password pada kolom isian pada halaman utama 
SIAK seperti pada gambar diatas. Username dan password tersebut bersifat 
rahasia. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang 
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar, Ny. MZ diketahui bahwa konsep SIAK merupakan sistem yang 
berlaku secara nasional yang merupakan pengganti dari sistem kependudukan 
sebelumnya yaitu SIMDUK. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Admnistrasi 
Kependudukan melalui wawancara yang dilakukan di ruangannya : 
“SIAK itu sistem yang berlaku secara nasional, jadi semua SKPD terkait 
di seluruh Indonesia wajib menerapkannya”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Akta Kelahiran, 
Kematian dan Pengangkatan Anak, Tn. FS, bahwa SIAK berlaku secara nasional 
karena outputnya nanti selain hard copy berupa dokumen kependudukan, juga 
ada berupa data kependudukan yang kemudian akan terintegrasi secara 
nasional. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Akta Kelahiran, 
Kematian dan Pengangkatan Anak: 
“Semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia 
seharusnya memang menerapkan SIAK. Karena ini sistem berlaku secara 
nasional, nanti data-data penduduknya akan terintegrasi seluruh 
Indonesia dan dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya seperti 
dinas pendidikan, kepolisian, dan masih banyak lagi yang lain”. 
(Hasil wawancara tanggal 1 April 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa pada dasarnya dukungan yang berupa disepakatinya 
kerangka SIAK yang termasuk didalamnya pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil dan pengelolaan data kependudukan sudah ada. Hal ini karena kerangka 
yang diterapkan merupakan sebuah kerangka SIAK yang berlaku secara 
nasional sehingga pada dasarnya kerangka SIAK yang berlaku disetiap daerah 
termasuk di Kota Makassar bentuk dan mekanismenya sama karena mengikuti 
konsep yang ditentukan oleh pemerintah pusat.  
Pelayanan pendaftaran penduduk memiliki kerangka yang sudah jelas, 
mulai dari alur pengurusannya, pengurusan dokumen kependudukan dan 
pendaftaran peristiwa kependudukan. Hal ini berdasarkan telaah dokumen yang 
dilakukan penulis terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kerangka 
SIAK khususnya tentang pendaftaran penduduk diatur khusus di dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pada bab IV tentang Pendaftaran 
Penduduk. Sedangkan untuk tingkat Kota Makassar, kerangka SIAK khususnya 
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pendaftaran penduduk diatur didalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kota Makassar khususnya pada bab V tentang Pendaftaran Penduduk. 
 
Gambar 4. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Penduduk 
Untuk pelayanan pencatatan sipil, kerangkanya juga tertuang didalam 
Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Secara nasional, kerangka pencatatan 
sipil tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan khususnya pada bab V tentang Pencatatan Sipil. 
Sedangkan untuk Kota Makassar diatur didalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar khususnya pada bab X 
tentang Pencatatan Sipil. 
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Gambar 5. UU No. 23 Tahun 2006 Bab V Tentang Pencatatan Sipil 
Adapun kerangka pengelolaan data kependudukan diatur didalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
khususnya pada bab VIII tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 
Salah satu poin didalam bab tersebut mengatur masalah pemanfaatan data 
kependudukan. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan bab VIII pasal 83 ayat 1 : 
“Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan 
dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang 
pemerintahan dan pembangunan”. 
 
Gambar 6. UU No. 23 Tahun 2006 Bab VIII tentang Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan 
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Jadi sebagai kesimpulannya bahwa kerangka SIAK diatur secara nasional 
melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006. Sedangkan untuk tingkat penyelenggaraan di Kota Makassar diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar.  
2. Dialokasikannya Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat vital dalam 
berlangsungnya sebuah sistem. Bahkan berjalan atau tidaknya sebuah sistem 
bergantung pada sumber daya manusianya. Jadi sudah menjadi hal mutlak 
bahwa untuk mengoperasikan sebuah sistem diperlukan sumber daya manusia 
yang berkompeten untuk mengoperasikan sistem tersebut. 
Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan SIAK pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pemerintah dalam hal ini pihak 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalokasikan beberapa orang untuk 
menjadi operator SIAK. Bahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan SIAK, para 
operator tidak saja berasal dari pegawai negeri sipil tapi juga mengontrak 
beberapa orang yang berkompeten untuk menjadi operator SIAK. Hal ini sesuai 
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Ny. MZ, 
yang pada saat wawancara mengatakan : 
“Kita alokasikan beberapa pegawai tetap disini untuk menjadi operator, 
ada juga yang ditempatkan disetiap kantor kecamatan se Kota Makassar. 
Selain itu kita kontrak beberapa orang untuk jadi operator, karena belum 
semua pegawai tetap disini lancar mengoperasikan komputer sehingga 
kita kontrak orang dari luar”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 maret 2016) 
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Operator SIAK yang ada tidak hanya ditempatkan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil saja, tapi juga ditempatkan di seluruh kantor 
kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ini merupakan sebuah support yang 
nyata dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dimaksudkan 
agar penduduk yang berdomisili di daerah yang jauh dari kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil cukup datang ke kantor kecamatannya saja 
karena disitu juga ada operator SIAK beserta perangkat SIAK yang siap melayani 
masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya. 
Jadi, pengalokasian sumber daya manusia yang bertugas menjadi 
operator SIAK bisa dilihat dari penempatan operator SIAK yang merupakan 
pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada setiap 
Kantor Kecamatan di Kota Makassar. Berdasarakan hasil wawancara dengan 
Koordinator SIAK Kecamatan Panakkukang Ny. Md, dikatakan bahwa : 
“Pegawai disini pegawainya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
hanya ditempatkan di kantor kecamatan”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
 
Untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen 
kependudukannya, maka pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
menempatkan pegawainya yang bertugas menjadi operator SIAK di setiap 
Kantor Kecamatan yang ada di Kota Makassar agar masyarakat tidak perlu jauh-
jauh datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang notabenenya 
secara geografis berada di pinggiran kota dan cukup datang ke Kantor 
Kecamatan. 
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Gambar 7. Operator SIAK di Kantor Kecamatan Mamajang 
 
Pada setiap kantor kecamatan dialokasikan beberapa operator SIAK. Hal 
ini termasuk dalam pengalokasian sumber daya manusia yang dilakukan oleh 
pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  Pengalokasian sumber daya 
manusia dalam mendukung penerapan SIAK tersebut sudah cukup baik. Baik itu 
yang bertugas pada bagian pendaftaran penduduk, maupun yang bertugas pada 
bagian catatan sipil. Secara kuantitas sudah sangat mencukupi. Begitu pula 
dengan yang ditempatkan dikantor kecamatan jumlah operator yang ditempatkan 
sudah cukup proporsional jika membandingkan dengan jumlah penduduk di 
setiap kecamatan. Selain operator, di setiap kecamatan juga ditempatkan 
seorang koordinator kecamatan yang bertugas mengkoordinir para operator 
SIAK. 
Adapun untuk pengelolaan data kependudukan, ada bagian tersendiri 
yang menanganinya yaitu bidang data dan informasi. Di bidang data dan 
informasi dibentuk tiga seksi yaitu seksi penyimpanan dan perubahan, seksi 
penyuluhan dan seksi data dan informasi. Para pegawai yang ada pada bidang 
inilah yang menangani masalah pengelolaan data kependudukan. Hal ini 
berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Data dan 
Informasi Tn. AT yang mengatakan : 
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“Pengelolaan data kependudukan di kantor discapil ini ditangani oleh 
bidang data dan informasi, kita punya beberapa orang pegawai dibidang 
ini yang bertugas mengelola data yang masuk, baik itu data dari discapil 
maupun data dari kecamatan”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 maret 2016) 
Jadi sebagai kesimpulannya bahwa pengalokasian sumber daya manusia 
dalam mendukung pelaksanaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian pegawai menjadi 
operator, baik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri maupun 
di kantor kecamatan, selain itu juga dikontrak beberapa tenaga untuk mencukupi 
kekurangan jumlah operator serta penempatan koordinator operator SIAK pada 
masing-masing kecamatan. 
3. Dibangunnya Infrastruktur dan Suprastruktur 
Infrastruktur merupakan elemen pendukung dalam berhasilnya sebuah 
sistem, semakin bagus infrastruktur dari sebuah sistem maka akan berdampak 
pula pada bagusnya sistem tersebut. Dalam penerapan SIAK tentu 
membutuhkan berbagai infrastruktur pendukung seperti komputer, printer, 
jaringan, ruangan bagi operator, ruang tunggu bagi masyarakat dan media 
penyampaian informasi kepada masyarakat. Infrastruktur tersebut tidak hanya 
berdampak pada kinerja operator tapi juga berdampak pada kepuasan 
masyarakat. 
 
Gambar 8. Operator beserta perangkat SIAK 
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Pada layanan pendaftaran penduduk, infrastruktur pendukungnya 
khususnya yang bersentuhan langsung dengan operator seperti komputer, 
printer dan jaringan internet sudah ada. Bahkan untuk jaringan internetnya sudah 
diperbarui melalui kerjasama yang dilakukan antara pihak pemerintah dalam hal 
ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan penyedia layanan internet 
yaitu Telkomsel. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan 
kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Ny. MZ, yang pada saat 
wawancara mengatakan : 
“Untuk infrastrukturnya sudah lengkap seperti komputer, printer, jaringan 
internet, semua sudah bagus, bahkan kita ada kerjasama dengan 
Telkomsel terkait penggunaan jaringan internetnya sehingga sekarang 
sudah jarang jaringannya offline.” 
(Hasil wawancara tanggal 31 maret 2016) 
Sedangkan infrastruktur yang lain seperti adanya ruang khusus bagi 
operator masih kurang memadai. Hal ini dilihat berdasarkan observasi yang 
penulis lakukan, dimana pada bagian pendaftaran penduduk, ruang operatornya 
masih bergabung dengan ruangan kepala bidang administrasi kependudukan. 
Adapun infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, 
seperti ruang tunggu dan papan informasi masih dikeluhkan oleh beberapa 
masyarakat. Kurang baiknya ruang tunggu pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang mengurus dokumen 
kependudukannya, salah satunya adalah seorang masyarakat Tn. Sj yang 
mengatakan bahwa : 
“Yang harus dibenahi mungkin itu ruang tunggunya, kalau bisa jangan 
digabung dengan kantin”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
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Gambar 9. Ruang Tunggu Layanan Pendaftaran Penduduk 
Kondisi ruang tunggu juga dikeluhkan oleh masyarakat lain yang 
menerima pelayanan Tn. Ad yang mengatakan : 
“Ruang tunggunya sempit, kurang memadai, masih perlu ditambahkan 
kursi”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
Selain ruang tunggu yang tidak representatif, papan informasi yang 
disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya pada 
layanan pendaftaran penduduk juga dianggap kurang bagus pengelolaannya, 
seperti banyaknya informasi yang telah kadaluarsa namun belum dicabut. Serta 
kadangkala ada informasi yang tidak berkaitan sama sekali dengan 
kependudukan yang ditempel di papan informasi seperti brosur iklan. 
 
Gambar 10. Papan Informasi 
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Pemanfaatan papan informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar khususnya pada bagian pendaftaran penduduk dinilai belum 
bagus. Hal ini terbukti dari penilaian beberapa masyarakat yang sempat 
diwawancarai, Tn. Ad yang mengatakan: 
“Papan informasinya sudah ada, namun kurang menarik, lebih banyak 
brosur iklan yang ditempel”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
Selain itu, masyarakat lain Ny. Km yang dalam kesempatan wawancara 
juga mengatakan : 
“Papan informasinya ada, namun kayaknya tidak sesuai peruntukannya, 
seharusnya info info tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
banyak ditempel tapi ini banyak brosurnya yang tidak berkaitan sama 
discapil”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada 
pelayanan pendaftaran penduduk, infrastruktur pendukungnya sudah ada namun 
belum memadai. Hal yang masih kurang seperti ruangan khusus bagi operator 
belum ada, ruang tunggu bagi masyarakat yang masih buruk dan papan 
informasi yang belum maksimal fungsinya. 
Adapun infrastruktur yang ada pada layanan pencatatan sipil seperti 
komputer, printer dan jaringan internet pada dasarnya sudah bagus. Begitupun 
dengan ruang tunggu yang sudah bagus dan nyaman. Hal itu berdasarkan 
observasi yang dilakukan oleh penulis, dimana infrastruktur utama pendukung 
SIAK seperti komputer, printer dan jaringan internetnya sudah bagus. Ruang 
tunggu pada pelayanan pencatatan sipil juga lebih bagus jika dibandingkan 
dengan ruang tunggu pada pelayanan pendaftaran penduduk. Hal yang masih 
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kurang adalah tidak adanya papan informasi yang tersedia pada pelayanan 
pencatatan sipil. 
 
Gambar 11. Ruang Tunggu Layanan Pencatatan Sipil  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Akta 
Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, Tn. FS, diketahui bahwa 
infrastruktur pendukung pada pelayanan pencatatan sipil sudah cukup bagus. 
Berikut kutipan wawancara dengan Tn. FS selaku Kepala Bidang Akta Kelahiran, 
Kematian dan Pengangkatan Anak: 
“Infrastrukturnya cukup bagus, perangkat SIAKnya lengkap, ruang 
tunggunya juga sudah bagus namun masih sedikit sempit”. 
(Hasil wawancara tanggal 1 April 2016) 
Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Ny. Af yang 
pada saat wawancara mengatakan bahwa ruang tunggu pada layanan 
pencatatan sipil sudah nyaman tapi masih perlu diperluas. Berikut kutipan 
wawancara dengan Ny. Af : 
“Ruang tunggunya sudah bagus, nyaman, cuman kayaknya perlu 
diperluas lagi karena kadang ada orang yang tidak dapat tempat duduk”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
Sedangkan pada bagian pengelolaan data, infrastruktur yang ada hanya 
komputer, printer, meja dan kursi operator. Infrastruktur yang ada tersebut 
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menurut Kepala Seksi Data dan Informasi Tn. AT sudah cukup memadai. Hal ini 
karena memang pada bagian pengelolaan data tidak bersentuhan langsung 
dengan masyarakat dan memiliki ruangan tersendiri sebagai pusat server SIAK. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan infrastruktur pada bagian pengelolaan data kependudukan 
sudah cukup baik. 
Sedangkan untuk suprastruktur dalam mendukung pelaksanaan SIAK, 
antara lain di buatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
administrasi kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Ny. MZ 
yang mengatakan : 
“Semua sistem itu punya landasan, untuk landasan administrasi 
kependudukan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah 
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isinya itu sudah 
mencakup semua administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta 
kelahiran dan yaing lainnya”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
 
Gambar 12.UU No. 23 Tahun 2006 yang merupakan landasan administrasi 
kependudukan 
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Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala 
Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar, Tn. AT juga membenarkan bahwa regulasi yang mengatur 
administrasi kependudukan khususnya penyelenggaraan SIAK diatur di dalam 
undang-undang, sebagaimana yang diungkapkannya pada saat wawancara : 
“Pengurusan ktp, akta kelahiran dan lain-lain itu semua diatur dalam 
undang-undang”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan dan catatan sipil berlaku secara nasional. Khusus untuk di Kota 
Makassar selain berpedoman pada undang-undang tentang administrasi 
kependudukan dan catatan sipil juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan di Kota 
Makassar. 
 
 
Gambar 13. Perda No. 9 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan 
Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar Ny. MZ yang mengatakan : 
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“Kalau khusus di Kota Makassar, landasannya itu adalah peraturan 
daerah atau biasa disebut perda. Perdanya itu Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi 
kependudukan Kota Makassar”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Jadi salah satu dukungan pemerintah khususnya Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam upaya mengatur tertib administrasi 
kependudukan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dan 
catatan sipil Kota Makassar. 
Selain support yang berupa peraturan perundang-undangan ataupun 
peraturan daerah, dalam upaya memaksimalkan penerapan SIAK yang 
mencakup didalamnya pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan 
data kependudukan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar juga membuat standar operasional prosedur atau SOP. SOP tersebut 
menjelaskan setiap alur prosedur pembuatan dokumen kependudukan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah seorang operator SIAK 
Kecamatan Mamajang Tn. AA disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 
dia mengacu pada SOP yang ada. Berikut kutipan hasil wawancaranya : 
“Ada SOP yang kita harus ikuti, seperti jangka waktu pengurusan KTP di 
SOP itu maksimal selama 14 hari kerja” 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Kependudukan Ny. MZ yang mana dalam wawancara yang dilakukan, beliau 
mengatakan : 
“Itu perda tahun 2009 bukti kalau pemerintah kota serius dan sangat 
mendukung, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga punya 
SOP yang menjadi acuan kerja kita disini (Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil), yang didalamnya juga mengatur tentang alur pengurusan 
dokumen-dokumen kependudukan”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
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Kesimpulannya bahwa SOP yang dibuat dalam rangka menjabarkan alur 
pembuatan dokumen kependudukan merupakan salah satu bukti bahwa pihak 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki support yang bagus khususnya 
terhadap kerangka SIAK. 
4. Disosialisasikannya Konsep SIAK 
Sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, merupakan 
sistem yang dibangun sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya yaitu 
sistem informasi manajemen kependudukan atau SIMDUK. Perubahan sistem ini 
juga ikut merubah berbagai alur pengurusan dokumen kependudukan, sehingga 
semua elemen seharusnya mengetahui mekanisme baru yang ada, baik itu 
pegawai atau operator maupun masyarakat pengguna layanan. 
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil tentang konsep SIAK kepada pegawai atau operatornya, yaitu dengan cara 
pengenalan aplikasi SIAK secara langsung melalui pelatihan. Hal ini diakui oleh 
salah seorang operator SIAK di Kantor Kecamatan Mamajang, Tn. AA yang 
dalam wawancara mengatakan: 
“Sosialisasi tentang menjalankan SIAK kepada operatornya lewat 
pelatihan, ada juga yang tidak ikut pelatihan tapi dia di ajari oleh operator 
yang telah ikut pelatihan”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
Pengenalan aplikasi SIAK melalui pelatihan kepada operatornya juga 
dibenarkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Ny. MZ berikut 
petikan wawancaranya : 
“Operator diikutkan pelatihan, supaya tahu konsep tentang sistem SIAK, 
karena ini beda dengan SIMDUK, model pengelolaan datanya juga 
berbeda makanya operatornya harus tahu secara detail”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
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Selain sosialisasi kepada pegawai atau operator pihak Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
sebagai pengguna layanan. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain 
melalui pemasangan pamflet dan spanduk pada papan informasi di kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, juga pada papan informasi di setiap kantor 
kecamatan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan ketika 
layanan UP3SK sedang memberikan pelayanan langsung dimasyarakat. Hal ini 
diketahui melalui observasi langsung yang dilakukan peneliti. Selain melalui 
observasi juga dengan mewawancarai beberapa informan seperti wawancara 
yang dilakukan kepada Kepala Seksi Data dan Informasi, Tn. AT yang dalam 
wawancara mengatakan: 
“Supaya masyarakat tahu tentang sistem baru ini (SIAK), kita tempel 
informasi di papan informasi tentang alur pengurusan dokumen dan juga 
persyaratan-persyaratannya. Namun jarang diliat dan dibaca masyarakat 
jadi masih sering terjadi kesalahan-kesalahan oleh masyarakat karena 
tidak tahu informasinya, biasa ada yang tidak lengkap berkasnya, padahal 
kan sudah ada ditempel di papan informasi syarat-syaratnya apa”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
 
Gambar 14. Salah satu bentuk sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Kependudukan, Ny. MZ, yang pada wawancara mengatakan: 
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“Layanan UP3SK yang turun langsung ke masyarakat juga berfungsi 
sebagai sarana sosialisasi tentang konsep SIAK, khususnya mekanisme, 
alur dan persyaratan-persyaratan agar dapat menerima layanan” 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
 
Gambar 15. Mobil UP3SK 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut diatas, dapat 
dilihat bahwa sosialisasi tentang konsep SIAK ke masyarakat itu sudah ada, 
namun belum memperhatikan aspek efektivitasnya. Dalam upaya mendapatkan 
data yang objektif, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat pengguna 
layanan, Ny. Km yang pada saat wawancara mengatakan: 
“Tidak ada sosialisasi langsung ke masyarakat, info-infonya hanya di 
tempel di papan informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
Wawancara juga dilakukan kepada Tn. R yang juga sebagai masyarakat 
pengguna layanan juga mengungkapkan bahwa informasi sebenarnya sudah 
ada, banyak informasi yang ditempel di papan informasi Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, namun kadang masyarakat yang belum memperhatikan. 
Berikut kutipan wawancaranya yang dilakukan kepada Tn. R : 
“Penyampaian informasi ada, bisa dilihat sendiri di papan informasi, ada 
juga spanduk di depan (di depan kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil), cuma sepertinya kurang efektif kalau informasinya hanya 
di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
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Berdasarkan informasi dari beberapa informan dapat diketahui bahwa 
sosialisasi yang dilakukan sudah ada, namun belum memperhatikan apakah 
metode sosialisasi yang dilakukan itu efektif atau tidak. 
Kesimpulannya bahwa support pihak Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil dalam pelaksanaan SIAK sudah cukup baik. Dari segi kerangka konsep 
SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mengadopsi kerangka SIAK 
yang berlaku secara nasional, kemudian dari segi pengalokasian sumber daya 
juga sudah cukup baik, baik itu sumber daya manusia, finansial dan sumber daya 
lainnya. Dari segi pengalokasian infrastruktur dalam upaya pelaksanaan SIAK 
juga cukup baik, bisa dilihat dari sudah proporsionalnya perbandingan antara alat 
atau perangkat SIAK itu sendiri dengan jumlah masyarakat yang dilayani. 
Sedangkan dari segi sosialisasi konsep SIAK, pada dasarnya sosialisasi yang 
dilakukan kepada pihak operator sudah baik, namun untuk sosialisasi kepada 
mayarakat itu yang masih kurang efektif, terbukti dari banyaknya masyarakat 
yang harus pulang-balik ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena 
alasan kelengkapan dokumen pendukung. 
V.1.2. Capacity 
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur 
kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan 
“impian” e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang 
paling tidak harus dimiliki sehubungan dengan elemen ini : 
1. Ketersediaan Sumber Daya Finansial 
Ketersediaan sumber daya finansial di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil dalam upaya mendukung penerapan SIAK sudah cukup baik. Karena 
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selama pelaksanaan SIAK belum pernah ada kendala yang dihadapi yang 
berkaitan dengan aspek finansial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan didapatkan informasi bahwa 
ketersediaan sumber daya finansial di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
dalam upaya mendukung pelaksanaan SIAK sudah baik. Sumber daya finansial 
yang digunakan berasal dari APBN dan APBD Kota Makassar. Selain itu pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah dialokasikan dana 
khusus untuk pelaksanaan SIAK termasuk insentif-insentif bagi operatornya. 
Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, 
Ny. MZ : 
“Untuk sumber daya finansialnya bersumber dari APBN dan APBD yang 
kemudian oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan 
secara khusus untuk pengoperasional SIAK, termasuk didalamnya biaya-
biaya pembelian alat, perbaikan, penggantian serta insentif-insentif untuk 
operator SIAK”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Begitupula yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Akta Kelahiran, 
Kematian dan Pengangkatan Anak Tn. FS bahwa ketersediaan sumber daya 
finansial sudah cukup baik dan ini sudah merupakan tanggung jawab dari semua 
pihak baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini 
pemerintah Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang 
Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak : 
“Pendanaannya sudah ada, itu bersumber dari APBN dan APBD Kota 
Makassar, inikan sistem bersifat nasional jadi ini sudah menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait 
pendanaannya ini sistem”. 
(Hasil wawancara tanggal 1 April 2016) 
Jadi, ketersediaan sumber daya finansial pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar dalam upaya mendukung pelaksanaan SIAK sudah 
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mencukupi. Sumber daya finansial untuk biaya operasional SIAK, baik itu alat-
alatnya maupun insentif untuk operatornya sudah ada. Sumber daya finansial 
tersebut dialokasikan kepada tiga komponen SIAK, baik itu pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil maupun pengelolaan data kependudukan. 
2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi 
Ketersediaan infrastruktur khususnya yang berhubungan dengan 
berjalannya SIAK mutlak diperlukan. Hal ini karena fasilitas infrastruktur 
merupakan 50% dari kunci penerapan konsep SIAK. Seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan SIAK di Kota Makassar, telah 
di buat konsep dengan ditempatkannya beberapa operator SIAK di setiap kantor 
kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi, infrastruktur yang dibutuhkan juga 
banyak, karena selain yang digunakan di kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil juga di alokasikan ke setiap kantor kecamatan.  
Infrastruktur seperti komputer, printer dan perangkat jaringan sudah 
mencukupi dalam pelaksanaan SIAK. Di setiap kantor kecamatan di Kota 
Makassar ditempatkan 2 komputer beserta 2 printer sebagai alat operasional 
SIAK. Selain itu, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar juga ditempatkan lebih banyak lagi komputer beserta printer yang 
digunakan, karena secara kuantitas lebih banyak yang datang mengurus 
dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Selain itu, pelaksanaan SIAK juga telah menggunakan jasa internet dari 
Telkomsel, yang secara kualitas lebih baik dibandingkan jaringan internet 
sebelumnya yaitu indosat. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIAK Kecamatan 
Mamajang, Tn. AA disebutkan bahwa disetiap kantor kecamatan ditempatkan 
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operator beserta alat operasional SIAK berupa 2 buah komputer, printer dan juga 
koneksi internet. Berikut kutipan wawancaranya : 
“Disini (Kantor Kecamatan Mamajang) ditempatkan beberapa operator 
beserta komputeer, printer dan juga koneksi internetnya, begitu juga 
dengan kantor kecamatan yang lain. Dan untuk jaringan internetnya 
sudah menggunakan layanan internet dari Telkomselsel yang mana 
sebelumnya menggunakan operator indosat, dan sekarang sudah jarang 
offline, tidak seperti sebelumnya”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Kependudukan, Ny. MZ bahwa secara kuantitas, infrastruktur SIAK sudah 
mencukupi, alat-alat seperti komputer, printer dan jaringannya itu selain yang ada 
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri, juga ditempatkan di 
setiap kantor kecamatan. Berikut petikan wawancaranya : 
“Infrastrukturnya sudah mencukupi, ada yang di kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, ada juga yang di kantor kecamatan, 
selain  itu ditempatkan juga pada layanan mobile UP3SK”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Jadi ketersediaan infrastruktur sudah mencukupi. Kualitasnya juga sudah 
baik, seperti jaringannya yang sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. 
Infrastruktur yang ada baik pada bagian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil 
maupun yang ada pada bagian pengelolaan data kependudukan sudah 
mencukupi. 
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dari berhasil 
atau tidaknya sebuah sistem. Sumber daya manusia dilihat dari dua aspek yaitu 
secara kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas, sumber daya manusia yang 
menjadi operator SIAK sudah proporsional jika disesuaikan dengan jumlah 
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penduduk yang akan dilayani baik di kantor dinas sendiri maupun di setiap kantor 
kecamatan. 
Tabel 1. 
Daftar Nama Koordinator dan Operator Kecamatan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
 
No. Kecamatan Nama Jabatan 
1. Mariso 
Rahmawati Koordinator 
Hermanto Operator  
Raynaldi  Operator 
2. Mamajang 
Nur Armin Abbas Koordinator 
Sitti Rahmatiah Nasli Operator 
Achmad Aksha, SH Operator 
3. Makassar 
St. aminah, S.Sos Koordinator 
Hamuddin  Operator 
Arifandhi Kaharuddin, SH Operator 
4. Ujung Pandang 
Jumain Koordinator 
Nuraeni, SE Operator 
Ruslan Operator 
5. Wajo 
Stellawati Koordinator 
Irwan Operator 
Muammil, SE Operator 
6. Bontoala 
Satuma Koordinator 
Tuti, S.Kom Operator 
Amir  Operator 
7. Tallo 
Muh. Syawal Nurdin Koordinator 
Muh. Akbar Umar Operator 
Eva Juliana S. Operator 
Bahrun B. Operator 
8. Ujung Tanah 
Hastuti H. Koordinator 
Ekawati Sahabuddin Operator 
9. Panakkukang 
Hj. Musannadah Koordinator 
Yaori Suhendra P, SE Operator 
Andi Taufan, SE Operator 
10. Tamalate 
Muh. Amir Tahir Koordinator 
Muhammad  Ali Sakti Operator 
Muhammad  Adchar Operator 
11. Biringkanaya 
Hj. Suhara Koordinator 
Indri Hapsari, SE Operator 
Juprianto Operator 
Magdalena Sani Operator 
12. Rappocini 
Musyrifa Miroeddin Koordinator 
Munawir Amin Operator 
Rahmawati  Operator 
13. Manggala 
Mis Jaya Koordinator 
Yustina  Operator 
Rita Surya Sari Operator 
Alfiah Amir Tamma, SH Operator 
Helmi Andrias K Operator 
14. Tamalanrea 
Akmal, S.Sos Koordinator 
Zainal Abidin Operator 
Lidya Karlina Kadang Operator 
Hermaya Amran Operator 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
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Selain operator, di setiap kantor kecamatan juga ada koordinator 
operator, begitu juga dengan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIAK Kecamatan Mamajang, Tn. 
AA, dijelaskan bahwa, secara kuantitas, jumlah operator SIAK yang ditempatkan 
di tempatnya bekerja sudah mencukupi, bahkan bisa dibilang sudah proporsional 
jika melihat jumlah operator SIAK dengan jumlah masyarakat yang dilayani di 
Kantor Kecamatan Mamajang. Berikut kutipan wawancara dengan operator SIAK 
Kecamatan Mamajang, Tn. AA : 
“Disini operatornya sudah cukup, mengingat jumlah masyarakat yang 
datang ke kantor kecamatan ini tidak banyak, jadi sudah proporsional 
menurut kami, kami tidak kewalahan dalam memberikan pelayanan”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
 Tentang penempatan operator SIAK bersama koordinator operator di 
setiap kantor Kecamatan juga diakui oleh Koordinator operator SIAK Kecamatan 
Panakkukang, Ny Md. Menurutnya bahwa dalam upaya membuat kinerja 
operator di setiap kantor kecamatan maka ditempatkan koordinator yang 
bertugas mengontrol operator dan berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan 
pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait layanan administrasi 
kependudukan. Berikut kutipan wawancara dengan Koordinator SIAK Kecamatan 
Panakkukang, Ny.Md : 
“Saya disini koordinator operator, tugas saya mengkoordinir para operator 
dalam menjalankan tugasnya, selain itu saya selalu berkomunikasi 
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pelayanan disini”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
 Jadi untuk ketersediaan sumber daya manusia khususnya operator SIAK 
sebagai pihak yang menjalankan SIAK sudah cukup memadai secara kuantitas. 
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Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini operator SIAK pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar juga bisa dikatakan sudah 
bagus. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya peristiwa human error dalam 
pelaksanaan SIAK. Selama ini belum ada kesalahan berarti dari operator dalam 
pelaksanaan SIAK. Selain itu, pelaksanaan SIAK berjalan cukup baik. Jadi bisa 
dikatakan bahwa secara kualitas dan kuantitas operator SIAK pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar cukup baik. 
 Kesimpulannya, bahwa aspek capacity dalam pelaksanaan SIAK juga 
sudah memadai. Dari aspek ketersediaan sumber daya finansial sudah cukup 
baik. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan SIAK di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil bersumber dari APBN dan APBD Kota Makassar yang 
kemudian dialokasikan khusus untuk biaya pelaksanaan SIAK. Selain itu, juga 
disediakan insentif bagi operator SIAK. Dari aspek ketersediaan sumber daya 
manusia dalam pelaksanaan SIAK juga sudah cukup memadai. Sumber daya 
manusia dalam hal ini operator SIAK jumlahnya sudah cukup memadai untuk 
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sumber daya manusia 
atau operator tersebut telah dibekali tata cara pengoperasian SIAK melalui 
pelatihan-pelatihan. Selain itu, operator juga didistribusikan ke setiap Kantor 
Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Untuk aspek ketersediaan infrastruktur 
teknologi pun sudah cukup memadai. Ada banyak perangkata SIAK yang 
ditempatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selain itu 
perangkat SIAK juga ditempatkan di setiap kantor kecamatan dalam lingkup Kota 
Makassar serta juga ditempatkan pada layanan mobile UP3SK. 
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V.1.3. Value 
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari 
sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-
Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 
diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini, 
yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-
Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan 
mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah 
harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa 
saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan 
value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah 
dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan 
boomerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha 
mengembangkan konsep e-Government.  
Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tentunya diharapkan dapat 
memberi manfaat baik itu kepada masyarakat Kota Makassar maupun 
pemerintah sendiri. Manfaat yang diharapkan seperti efisiensi waktu, biaya dan 
tenaga. Karena tentu ada perbedaan mendasar yang akan dirasakan baik itu 
pemerintah sebagai pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan 
ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menerapkan SIAK.  
1. Manfaat Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Dalam pelaksanaan suatu sistem tentunya diharapkan akan memebrikan 
manfaat bagi banyak stakeholder. Dalam pelaksanaan SIAK diharapkan manfaat 
juga dirasakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 
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Catatan Sipil. Harapan akan adanya pengelolaan kependudukan yang lebih baik 
setelah pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar menerapkan SIAK diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Kependudukan Ny. MZ : 
“Sistem ini diharapkan lebih efisien dibanding SIMDUK yang diterapkan 
sebelumnya”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Sebelum SIAK diterapkan, sistem koneksi data belum saling terintegrasi 
antara instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan instansi 
pemerintah lainnya seperi kantor kecamatan. Hal ini tentu berpotensi 
menimbulkan masalah dalam kependudukan seperti adanya dokumen 
kependudukan ganda dan dokumen kependudukan yang berbeda antara satu 
instansi dengan instansi lainnya. Namun setelah SIAK diterapkan, sistem data 
sudah saling terintegrasi antara satu instansi dengan instansi lainnya bahkan 
sudah saling terintegrasi secara nasional.Ini merupakan salah satu manfaat dari 
diterapkannya SIAK bagi pemerintah. Karena data-data yang sudah di input akan 
terkoneksi secara nasional dan memudahkan bagian operator ketika ingin 
mencari data penduduk. Hal ini diungkapkan oleh operator SIAK di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Tn. Af yang mengatakan bahwa : 
“Sekarang sudah bagus karena data sudah terintegrasi secara nasional, 
sehingga kecil kemungkinan ada kartu identitas ganda”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016 ) 
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Ny. MZ juga mengungkapkan 
hal yang sama terkait kemudahan yang didapat setelah SIAK diterapkan: 
“Kalau ingin merubah salah satu item di kartu kependudukan sudah 
mudah, tinggal ketik saja nama dan tanggal lahirnya di aplikasi SIAK akan 
muncul langsung datanya”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 maret 2016) 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan pihak Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar antara lain sistem data yang 
terintegrasi dan berkurangnya kepemilikan dokumen kependudukan ganda. 
2. Manfaat Bagi Masyarakat 
Manfaat yang ditimbulkan dengan diterapkannya SIAK harus juga 
dirasakan oleh pihak penerima layanan, dalam hal ini adalah masyarakat. Karena 
sukses tidaknya sistem ini tergantung dari manfaat yang dirasakan oleh 
pengguna layanan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat 
adalah adanya efisiensi waktu pengurusan, biaya dan tenaga. Dalam hal efisiensi 
waktu, sebelum SIAK diterapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP biasanya berbulan-bulan 
pengurusannya, sehingga terkadang masyarakat harus pulang balik ke Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek apakah dokumen 
kependudukannya telah jadi atau belum. Saat ini setelah SIAK diterapkan, 
pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran 
berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP adalah 14 hari kerja untuk 
pengurusan KTP dan 7 hari kerja untuk pembuatan akta kelahiran. Bahkan 
pengurusannya bisa lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan SOP jika 
dokumen pendukungnya telah lengkap. Hal ini diungkapkan oleh kepala bidang 
administrasi kependudukan Ny. MZ : 
“Untuk pengurusan KTP berdasarkan SOP itu 14 hari kerja”. 
(Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2016) 
Jangka waktu pengurusan KTP berdasarkan SOP juga diungkapkan oleh 
operator SIAK Kecamatan Mamajang Tn. AA : 
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“Untuk urus KTP itu lamanya adalah 14 hari, tapi kadang juga bisa lebih 
cepat tergantung dari kelengkapan dokumen pendukung yang dibawa 
oleh masyarakat yang mau urus KTP”. 
(Hasil wawancara tanggal 30 Maret 2016) 
Masyarakat penerima layanan justru merasakan hal yang berbeda, 
jangka waktu pengurusan KTP dirasakan masih lama, padahal jika ingin merujuk 
kepada SOP, lama pengurusannya maksimal hanya empat belas hari. Hal ini 
dirasakan oleh beberapa masyarakat yang mengurus KTP di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Melalui wawancara, seorang masyarakat yang 
mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Ny. Km 
mengungkapkan : 
“Saya urusnya sudah lebih dari dua minggu, padahalkan maksimalnya 
dua minggu hari kerja”. 
(Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2016) 
 
 Hal tersebut diatas dikarenakan ketergantungan dari kecepatan server 
bekerja. Jika server pusat pada hari itu tidak dalam kondisi dalam kecepatan 
yang baik, maka lama proses pembuatan dokumen kependudukan pun juga ikut 
terganggu. Data yang dimasukkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar di verifikasi langsung oleh pusat. 
Kesimpulannya bahwa aspek manfaat yang diharapkan dirasakan oleh 
dua pihak, yaitu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
dan pihak kedua yaitu masyarakat yang menerima layanan dirasakan berbeda 
oleh kedua pihak. Bagi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill, 
penerapan SIAK sangat membantu kinerjanya. Seperti tersedianya data baku 
kependudukan yang kemudian terintegrasi dengan instansi lain. Selain itu juga 
dapat meminimalisir data kependudukan ganda. Sedangkan bagi pihak 
masyarakat sebagai penerima layanan, masih ada beberapa keluhan meski SIAK 
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sudah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti 
pembuatan dokumen yang masih sering melebihi batas maksimal pengurusan 
yang telah ditetapkan lewat SOP. Selain itu, sarana pendukung seperti ruangan 
tunggu juga masih dikeluhkan dan juga masalah sosialisasi yang menurut 
masyarakat belum efektif. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa secara umum penerapan SIAK pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah berjalan baik. Hal 
ini bisa dilihat melalui tiga aspek yaitu aspek dukungan pemerintah, aspek 
ketersediaan sumber daya dan aspek manfaat. Dilihat dari aspek dukungan 
pemerintah khususnya pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar dalam menerapkan SIAK bisa dibilang sudah cukup baik, meskipun 
masih ada sedikit kekurangan seperti sosialisasi kepada masyarakat yang belum 
efektif dan ruangan khusus bagi operator SIAK yang belum tersedia. Dilihat dari 
aspek ketersediaan sumber daya juga sudah cukup baik. Hal ini karena seluruh 
sumber daya, seperti sumber daya finansial, sumber daya manusia dan sumber 
daya berupa infrastruktur teknologi sudah tersedia dan sudah mencukupi untuk 
penerapan SIAK. Sedangkan dilihat dari aspek manfaat dari diterapkannya SIAK 
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih kurang memihak kepada 
masyarakat. Bagi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penerapan SIAK 
sangat memberi manfaat baik itu tersedianya data kependudukan yang baku juga 
berkurangnya kepemilikaan dokumen kependudukan ganda. Sedangkan bagi 
masyarakat pengguna layanan, penerapan SIAK belum memberi banyak 
manfaat. Hal ini dilihat dari masih seringnya ada masyarakat yang mengurus 
dokumen kependudukan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan melalui 
SOP. Selain itu fasilitas yang disediakan untuk masyarakat juga belum memadai, 
seperti ruang tunggu dan papan informasi. 
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VI.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis kemudian memberikan beberapa 
saran yang diharapkan menjadi masukan agar penerapan SIAK di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bisa lebih baik lagi. Adapun 
yang penulis sarankan antara lain : 
1. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar agar melakukan sosialisasi tentang SIAK kepada masyarakat 
secara lebih efektif dengan memanfaatkan pihak RT/RW, kelurahan atau 
lewat tempat-tempat ibadah serta lebih memanfaatkan media informasi 
seperti fb dan twitter sebagai sarana sosialisasi lainnya. 
2. Diharapkan agar disediakan ruangan khusus bagi operator SIAK, baik itu 
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri maupun di setiap 
Kantor Kecamatan se Kota Makassar. 
3. Diharapkan agar disediakan ruang tunggu yang representatif dan nyaman 
untuk semua, serta dipisahkan antara ruang tunggunya dan kantin. 
4. Disarankan agar pengelolaan papan informasi bisa dimaksimalkan supaya 
masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan akurat lewat papan 
informasi tersebut. 
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan benar-benar bekerja 
berdasarkan SOP, seperti jangka waktu pengurusan dokumen sebisa 
mungkin tepat waktu bahkan diharapkan bisa lebih cepat. 
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Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 9 Oktober 1994 
Nomor Telepon  : 085 255 270 009 
Nama Orang Tua  : 
 Ayah   : Suaib Sulaiman 
 Ibu   : Rohayah, S.Pd 
Pendidikan Formal  :  
 SD INP Perumnas Makassar 
 SMPN 33 Makassar  
 SMAN 11 Makassar 
 Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS 
Pengalaman Organisasi : 
 Anggota Biro Kesekretariatan HUMANIS FISIP UNHAS periode 
2014/2015 
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Ruangan Kabid. Administrasi 
Kependudukan 
Salah Satu Media Informasi Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil   
Salah Satu Inovasi Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil   
Ruang Tunggu Layanan Pendaftaran 
Penduduk 
Ruang Tunggu Layanan Perubahan 
Data Kependudukan 
Ruang Tunggu Layanan Pencatatan  
Sipil 
